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 Pemerintahan Kota Bekasi menemukan beberapa hambatan dalam 
pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit – belit, pungutan liar serta 
calo dalam memperoleh layanan publik. Melihat situasi dan kondisi Pemerintah 
Kota Bekasi ingin melakukan perubahan dalam bidang pelayanan publik, maka 
pemerintah ikut serta dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan mal pelayanan 
publik. DPM-PTSP Kota Bekasi yang ditunjuk menjadi penyelenggara Mal 
Pelayanan Publik Kota memiliki peran penanggung jawab dalam menjalin kerja 
sama antar mitra yang ingin terlibat dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
sehingga pada proses penyelenggaran pelayanan publik di Kota Bekasi dapat 
lebih baik.  
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan serta 
menganalisa peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada pelaksanaan 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. (2) Untuk mendeskripsikan serta menganalisa 
faktor – faktor yang dapat menghambat DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja 
sama pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
 Hasil penelitian ini memberikan perolehan analisa bahwa peran DPM-
PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
sudah mampu mengajak berbagai instansi untuk ikut serta dalam pelayanan 
publik. Mulai dari kebijakan, perjanjian kerja sama yang dikeluarkan, SOP yang 
diberlakukan hingga koordinasi sesuai dengan variabel analitik kerja sama 
(Rainey, 1990). Serta masyarakat secara langsung dapat merasakan perubahan 
kualitas layanan yang diberikan melalui kerja sama dalam pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi, dan aksesbilitas yang semakin terjangkau. 
Hambatan yang bisa terjadi baik sumber daya, struktur institus, dan konflik 
kepentingan dapat dikendalikan oleh DPM-PTSP Kota Bekasi dengan baik. 
 Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran DPM-PTSP 
Kota Bekasi dalam menjalankan kerja sama antar mitra dalam Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik itu tugas, kebijakan, partisipan 
yang ikut serta, otonomi dan akuntabilitas, koordinasi, bahkan hingga kepuasan 
yang diterima oleh masyarakat. Kerja sama dapat menjadi bahan untuk 
meningkatkan integritas dalam pelayanan publik. Namun untuk meningkatkan 
pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi pihak DPM-PTSP Kota Bekasi 
diharapkan dapat mampu memperluas kerja sama dengan pihak lain dan 
menambah fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam proses layanan. 
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 The Government Bekasi City found several obstacles in public services 
such as long, convoluted services, illegal fees, and brokers in obtaining public 
services. Seeing the situation and condition of the government Bekasi City 
wanting to make changes in the field of public services, and the government 
participates in the execution of the Public Service Mall at Bekasi City. DPM-
PTSP Bekasi City appointed as the organizer of the Public Service Mall Bekasi 
City has a responsible role in establishing cooperation between partners who want 
to be involved in the Public Service Mall Bekasi City so that process of providing 
public services in Bekasi City can be better.  
 The aims of the study are: (1) To describe and analyze the role of DPM-
PTSP Bekasi City in partnership on the execution of the Public Service Mall 
Bekasi City. (2) To describe and analyze the factors that can hinder DPM-PTSP 
Bekasi City in the execution of the Public Service Mall Bekasi City.  
 The results of this study provide an analysis the role of DPM-PTSP Bekasi 
City in partnerships on the Public Service Mall Bekasi City has been able to invite 
various agencies to participate in public services. Starting from policies, 
parnertship agreements issued, SOP enforced to coordination according to the 
analytical variables of partnership (Rainey, 1990). And the public can directly 
feel the change in services provided through partnerships in the execution of the 
Public Service Mall Bekasi City, and increasingly affordable accessibility. 
Obstacles that can occur in terms of resources, institutional structure, and 
conflicts of interest can be controlled by DPM-PTSP Bekasi City. 
 The conclusion obtained in the reasearch is that the role of DPM-PTSP 
Bekasi City in carrying out partnership between institution on the Public Service 
Mall Bekasi City has going well both in terms of tasks, policies, participating 
institution, autonomy and accountability, coordination, and even satisfaction 
accepting by society from public service. Cooperation can be an ingredient to 
improve integrity in public services. However, to improve the implementation of 
the Public Service Mall Bekasi City, DPM-PTSP Bekasi City is expected to be 
able to expand cooperation with other parties and add facilities that can more 
facilitate the community in the service process. 
 









Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul “Peran DPM-PTSP dalam Kerja Sama pada Mal Pelayanan Publik 
(Studi pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi)”. Skripsi merupakan bentuk 
akhir kewajiban mahasiswa untuk memenuhi proses dari kegiatan pembelajaran 
di perkuliahan untuk mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 
Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari masalah ataupun 
kendala. Namun masalah ataupun kendala dapat dilalui dengan baik. Penyusunan 
skripsi ini dapat terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, 
bimbingan dan dorongan pihak baik secara material maupun spiritual. Penulis 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima 
kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya. 
2. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto S.AP. M.AP., MMG, selaku Ketua Jurusan 
Administrasi Publik Universitas Brawijaya. 
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, MAP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi 
Administrasi Publik Universitas Brawijaya. 
4. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, M.PA, DPA, selaku dosen pembimbing penulis 
yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik masukan, saran, dan 
arahan dalam menyusun penulisan skripsi. 
5. Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP, sebagai selaku dosen 
pembimbing penulis yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik 
masukan, saran, dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Orang tua penulis, yaitu ayah saya Ramli Simanjuntak dan ibu saya 





sehingga pada penulisan skripsi yang telah dibuat dapat terselesaikan 
dengan baik. 
7. Kakak tersayang yaitu Fernando Johanes Simanjuntak yang selalu 
memberi perhatian kepada penulis. 
8. Kepala Bidang dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, yang telah memberikan kesempatan baik 
izin maupun menghimpun data serta informasi untuk melakukan 
penelitian. 
9. Pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, yang telah membantu dalam 
kelancaran memperoleh data dalam penelitian. 
10. Serta tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak lainnya termasuk sahabat penulis yaitu Chintya, Safira, Adisti, dan 
Keluarga Emak (Finky, Anita, Hetty, Ana, Rena, Fanya, Yanti, Marta) 
yang telah banyak membantu baik doa serta dorongan untuk penyelesaian 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan 
skripsi ini. Maka, saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi penulis 
sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
















MOTTO ............................................................................................................... ii 
LEMBAR PERSETUJUAN……………....................................................... ... iii 
TANDA PENEGSAHAN .................................................................................. iv 
PERNYATAAN ORISINALITAS…………………………………….………v 
RINGKASAN ..................................................................................................... vi 
SUMMARY ....................................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii 
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii 
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv 
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xv 
BAB I: PENDAHULUAN .................................................................................. 1 
I.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 
I.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 9 
I.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 9 
I.4 Kontribusi Penelitian .............................................................................. 9 
I.5 Sistematika Penulisan ........................................................................... 11 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 13 
II.1 Tinajauan Empiris ............................................................................... 13 
II.2 Tinjauan Teoritis ................................................................................. 25 
  II.2.1 Administrasi Publik ..................................................................... 25 
  II.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik ................................................ 25 
  II.2.1.2 Tujuan Administrasi Publik ...................................................... 26 
  II.2.1.3 Fungsi Administrasi Publik ...................................................... 26  
  II.2.1.4 Karakteristik Administrasi Publik ............................................ 27 
II.2.2 Pelayanan Publik .............................................................................. 28 
  II.2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik .................................................... 28 





  II.2.2.3 Hambatan Pelayanan Publik ………………………………….31 
II.2.3 One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ………………...32 
     II.2.3.1 Pengertian One Stop Service…………………………………..32 
     II.2.3.2 Tujuan One Stop Service……………………………………....32 
     II.2.3.3 Manfaat One Stop Service……………………………………..33 
     II.2.3.4 Jenis One Stop Service………………………………………...34 
     II.2.3.5 Karakteristik One Stop Service………………………………..35 
     II.2.3.6 Hambatan One Stop Service…………………………………...36 
II.2.4 Kerja Sama (Partnership).................................................................36 
     II.2.4.1 Pengertian Kerja Sama………………………………………...36 
   II.2.4.2 Pola Kerja Sama………………………………………………..37 
   II.2.4.3 Model Kerja Sama……………………………………………..38 
   II.2.4.4 Model Analitik ........................................................................... 38 
BAB III: METODE PENELITIAN ................................................................ 42 
III.1 Jenis Penelitian .................................................................................. 42 
III.2 Fokus Penelitian ................................................................................. 43 
III.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .............................................. 44 
III.4 Jenis dan Sumber Data....................................................................... 45 
III.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 46 
III.6 Instrumen Penelitian .......................................................................... 49 
III.7 Metode Analisis ................................................................................. 50 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 56 
IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian ........................................... 56 
    IV.1.1 Gambaran Umum Kota Bekasi .................................................. 56 
  IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
            Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi……………………..….…..…..63 
  IV.1.3 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi .............. 70 
IV.2 Penyajian Data ................................................................................... 75 
  IV.2.1 Peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada 
             Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…………………….…........77  
    IV.2.2 Faktor penghambat DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja  
               sama pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…..…………...106 
IV.3 Analisis Data dan Pembahasan. ... …………………………………112 





           Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…………………………….112 
  IV.3.2 Faktor Penghambat DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja  
           sama pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…..…………….126 
BAB V: PENUTUP ......................................................................................... 132 
V.1 Kesimpulan ....................................................................................... 132 
V.2 Saran ................................................................................................. 133 































Gambar 1.1: Grafik Zonasi Kompetensi DPMPTSP………………………..3 
Gambar 2.1: Model Analitik Kerja Sama (Rainey, 1990)…………………..41 
Gambar 3.1 : Alur Analisis Data Menurur Creswell………………………..51 
Gambar 4.1 : Peta  Kota Bekasi……………………………………………..58 
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Bekasi………………..70 
Gambar 4.3: Peraturan Wali Kota Bekasi No. 101 tahun 2019 tentang  
          Mal Pelayanan Publik ………………………………………...80 
Gambar 4.4: Perjanjian Kerja Sama anatara DPM-PTSP Kota Bekasi  
          dan Mitra……………………………………………………....90 
Gambar 4.5: Standar Operating Procedure Mal Pelayanan Publik  
          Kota Bekasi……………………………………………………94 
Gambar 4.6: Media Penyebaran Informasi dan Promosi…………………...100 
Gambar 4.7:  Data Pengaduan………………………………………………103 
Gambar 4.8: Model Analisis Kerja Sama (Rainey, 1990)…………………..115 





















Tabel 2.1 : Relevansi Penelitian terdahulu………………………………… 18 
Tabel 2.2 : Perbedaan dan Persamaan antara Penelitian Terdahulu……….  23 
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Kecamatan  
       Tahun 2018 - 2020……………………..………………………. 58 
Tabel 4.2: Sarana dan Prasarana di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi.….. 73 
Tabel 4.3: Tabel Mitra Kerja Sama Pada Mal Pelayanan Publik  


























Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Badan Kesatuan  
                      Bangsa dan Politik Kota Bekasi…………………………….139 
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian DPM-PTSP Kota Bekasi  
           dari Fakultas Ilmu Administrasi…………………………….140 
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Observasi Mal Pelayanan Publik  
           Kota Bekasi dari Fakultas Ilmu Administrasi……………….141 
Lampiran 4: Isi Peraturan Wali Kota Bekasi No.101 tahun 2019…………142 
Lampiran 5: Isi Perjanjian Kerja Sama DPM-PTSP Kota Bekasi  
          dengan Pihak Mitra ………………………………………….143 
Lampiran 4 : Data Pengunjunga Mal Pelayanan Publik dan Situasi  
          Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…………………….…….145 
Lampiran 5 : Tabel Kendali Observasi dan Wawancara Penelitian  
          Skripsi………………………………………………………...146 
Lampiran 6 : Layanan informasi dan layanan Simpel Antri……………….154 
Lampiran 7 : Suasana dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan  
           tenant yang ikut serta dalam kolaborasi……………………..155 
Lampiran 8 : Fasilitas dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi…………156 
Lampiran 9 : Sarana dan Prasaran bagi yang berkebutuhan khusus……….157 
Lampiran 10 : Foto bersama selaku Kepala Bidang  Data dan Staf  
















I.1 Latar Belakang 
 Permasalah dalam pelayanan publik selalu menjadi sorotan, karena kualitas 
layanan yang diberikan menjadi penilaian dari masyarakat bagaimana penangangan 
setiap layanan yang diberikan baik administrasi, perizinanan, dan lainnya. Melihat 
dari hasil data yang telah dirangkum oleh OMBUSDMAN selaku lembaga yang 
mengawasi pelayanan publik sendiri. Merujuk pada data dan informasi yang di 
dapatkan bahwa masih banyak pemerintah kota yang tidak melaksanakan 
kepatuhan pelayanan publik dengan baik. 
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
memiliki berbagai macam amanat yang harus dilaksanakan, sehingga untuk 
melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif 
diperlukan lebih banyak data dan informasi. Pemangku kepentingan dalam 
pelayanan publik yang terdiri dari penyelenggara dan pengguna layanan menjadi 
satu kesatuan objek yang harus diamati dalam dimensi pelayanan publik. Pada 
tahun ini, ORI mencoba melakukan penilaian tentang Kompetensi Penyelenggaraan 
Layanan yang berfokus pada penggalian secara substansial implementasi standar 
pelayanan publik serta pemahaman makna standar pelayanan publik oleh 
penyelenggara layanan. Pelaksanaan penilaian ini terlaksana bersamaan dengan 





dilakukan ORI. Bertambahnya data dan informasi dari Penilaian Kompetensi 
Penyelenggara Layanan diharapkan menghasilkan penilaian yang tidak hanya 
mengambarkan kepatuhan terhadap ketersediaan dan penginformasian standar 
layanan seperti yang diteliti oleh ORI pada periode sebelumnya, tapi juga 
menggambarkan implementasi standar layanan kepatuhan penyelenggara sebagai 
respons dari berbagai amanat yang ada di undang-undang. 
 Proses pelayanan terpadu satu pintu yang didesain oleh Pemerintah 
sebenarnya ditujukan untuk memudahkan sistem pelayanan terutama dalam hal 
perizinan. Hal tersebut dapat terwujud jika pengelolaan sumber daya manusia 
terutama dalam pengurusan rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan sudah 
secara mandiri dilakukan oleh satu unit saja di DPMPTSP. Fakta dilapangan 
memperlihatkan masih banyak pengurusan rekomendasi teknis yang menggunakan 
sumberdaya manusia pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di luar DPMPTSP. 
Tidak mandirinya pengelolaan sumberdaya manusia dalam penelitian ini diartikan 
bahwa untuk seluruh perizinan yang dilakukan di DPMPTSP tersebut memerlukan 
rekomendasi teknis yang harus diurus di unit lain selain DPMPTSP. 
 Kesimpulan dari total 194 DPMPTSP baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, 
dan kota yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun ini 
menunjukkan hasil yang belum optimal dalam penyelenggaraan standar pelayanan 
publik. Diagram dibawah ini menggambarkan sebaran hasil tingkatan kompetensi 






Gambar 1.1: Grafik Zonasi Kompetensi DPMPTSP 
Sumber: Ringkasan Eksekutif Ombudsman, 2017 
 
 Banyaknya klasifikasi sedang bahkan rendah dari tingkatan kompetensi 
penyelenggaraan standar pelayanan mencerminkan rendahnya implementasi 
standar pelayanan secara substansial. Data ini mencermnkan sejauhmana 
pelaksanaan standar layanan dijalankan pada tiap-tiap unit layanan terutama pada 
DPMPTSP yang diharapkan menjadi solusi pelayanan yang cepat, mudah serta 
efisien terhadap biaya. Diperlukan kordinasi yang intensif dari berbagai macam 
stakeholder dalam mewujudkan tujuan didirikannya DPMPTSP seperti Kepala 
Daerah pada tingkat Provinsi, kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri dan 
Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). DPMPTSP Provinsi Sulawesi 
Selatan, DPMPTSP Kota Palu, DPMPTSP Kota Palopo, DPMPTSP Kota Pangkal 
Pinang, dan DPMPTSP Kota Bogor adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
yang masuk dalam kategori tinggi dalam penilaian kompetensi di tahun 2017 ini 
 Bukan hanya itu, proses pelayanan publik dalam administrasi lainnya di 
beberapa instansi tergolong berbelit dan lambat. Seperti pembuatan Akta Kelahiran, 





tindih proses pelayanan yang mengharuskan berpindah pindah tempat, dan batas 
pengajuan, serta masih adanya calo atau koneksi pribadi yang bisa menghambat 
layanan. Seperti yang data yang diperoleh dalam mendapatkan layanan antrian bisa 
menembus lebih dari 1000 antrian per hari. 
 Lebih dari itu proses pada layanan perpanjang SIM di SAMSAT Kota 
Bekasi yang bisa memakan waktu 4 jam hanya untuk pengurusan belum masalah 
antrian yang banyak. Bahkan masih ditemukan pungli dan calo dalam proses 
layanan seperti yang dipaparkan dalam berita:  
 "Pelanggaran terkait dengan maladministrasi di pengurusan mutasi, kalau 
pengurusan pajak tahunan hampir tidak ada laporan, tapi mutasi biaya balik nama, 
dan lain-lain ini banyak," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan 
Jakarta Raya, Teguh Nugroho kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, 
Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019). Temuan ini didapatkan dari rapid 
assesment yang dilakukan di wilayah penyangga Jakarta seperti Samsat kota 
Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor. Hasilnya menunjukan 
temuan pungli masih banyak terjadi di wilayah Samsat. 
 "Hasil investigasi kami ke lapangan, yang melihat, bukan potensi lagi, tapi 
temuan terkait dengan pungli di Samsat, baik calo, petugas Samsat, baik pihak PNS, 
Kepolisian maupun yang dilakukan oleh karyawan perbantuan ini," ungkapnya. 
Kemudian Teguh menjelaskan alasan pungli masih banyak ditemukan terutama saat 
proses mutasi. Menurutnya salah satu penyebabnya alur yang tidak jelas. "Alurnya 
itu tidak jelas bagaimana alur mutasinya tidak ada penjelasan, tarif berapa, berapa 





ketidakjelasan alur ini, menurut Teguh kemudian dimanfaatkan oleh petugas yang 
ada di luar bahkan di dalam Samsat untuk mencari keuntungan. 
 "Seluruh samsat harus memenuhi standard pelayanan sesuai yang ada di 
Undang Undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik, itu standard terkait alur, 
pengumuman, mekanisme, harus ada di sana. Kedua pengawasan pihak internal 
terkait potensi pungli segala macam," sebutnya. (Sumber: Ombudsman.go.id, 
20/05/2019) 
Temuan lain terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yaitu: 
1. Pelimpahan Kewenangan Perizinan 
a. Tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu 
pintu. 
b. Belum terwujud efektifitas dan percepatan pelayanan perizinan 
2. Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) 
a. Produk pelayanan yang tidak seragam 
b. Lambannya Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) 
 Dengan masalah tersebut pemerintah haruslah membuat sebuah komitmen 
yang baik dalam proses layanan publik. Sejalan dengan masalah yang ada Salah 
satu perubahan yang bisa dilihat dari pelayanan publik tersebut yaitu dengan 
dibuatnya Mal Pelayanan Publik sebagai bentuk kemudahan akses dalam menerima 
layanan baik administratif, kesehatan dan sebagainya. Mal pelayanan publik yang 
dibentuk sebagai jawaban akan tuntutan masyarakat yang menginginkan 
aksesbilitas pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif. Mal pelayanan publik 





berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi 
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan 
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.  
 Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, 
kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam 
memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 
2017 dijelaskan di ayat 1 bahwa Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh 
organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian pada ayat 2 
dijelaskan bahwa ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan 
perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 
daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usah Milik 
Daerah/Swasta. Sebelum ada Mal Pelayanan Publik, masyarakat lebih awam 
dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, 
fasilitas pelayanannya lebih sempit bila dibandingkan dengan Mal Pelayanan 
Publik. 
1. Pelayanan Terpadu Satu Atap 
 Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat 





proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang 
sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan 
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat 
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses 
dan dilayani melalui satu pintu. 
 Sesuai dalam latar belakang yang tertera pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi dijelaskan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah 
satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, 
profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya 
mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high–cosy economy 
(ekonomi biaya tinggi). Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik 
yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubaahan 
atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Inilah kerangka mendasar yang 
harus diramu dalam tata cara yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan 
mendasar warga masyarakat sehingga lahir Generasi Pelayanan Publik Terpadu, 
lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mal Pelayanan 
Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan 
dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. 
 DPM-PTSP memilki peran dalam pelaksanan pelayanan terpadu satu pintu. 
Seperti pada Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan 





penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
 Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non 
perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan 
fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah 
dengan sistem satu pintu. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada pada 
Pemerintahan Kota Bekasi terutama masalah pelayanan publik. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelnggaraan Mal Pelayanan Publik DPM-PTSP. 
 Kota Bekasi didorong oleh mandat Wali Kota Bekasi ingin melakukan 
perubahan dalam bidang pelayanan, maka Pemerintaha Kota Bekasi ikut serta 
dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Mal pelayanan Publik. Dalam hal ini juga, 
DPM-PTSP memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi nantinya. Dari ulasan yang didapatkan bahwasannya DPM-PTSP Kota 
Bekasi memiliki peran dalam menjalin kerja sama antar mitra yang ingin terlibat 
dalam Mal Pelyanan Publik Kota Bekasi. Maka peneliti ingin menganalisis peran 
DPM-PTSP Kota Bekasi dalam bekerja sama pada pelaksanaan Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi dengan merujuk pada model analitik kerja sama one-stop shops 
yang dipaparkan oleh Rainey (1990) baik itu tugas portofolio, struktur peserta, 






I.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, 
maka dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimanakah peran DPM-PTSP dalam kerja sama pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi? 
2. Apakah terdapat hambatan dalam kerja sama pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 
maka dapat tujuan dari penelitian ini, adalah; 
1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisa peran DPM-PTSP Kota 
Bekasi dalam kerja sama pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor – faktor yang dapat 
menghambat DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pelaksanaan 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
 
I.4 Kontribusi Penelitian 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kontribusi, baik kontribusi 
secara teoritis maupun praktis, antara lain: 





1. Dari hasil penelitian nantinya dapat menjadi salah satu bahan kajian 
untuk program studi adminitrasi publik yang mengenai kerja sama 
pemerintah dalam pelaksanaan mal pelayanan publik, serta integritas 
terhadap aktor yang terlibat baik pemerintah, swasta, dan juga 
masyarakat. 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi 
mengenai topik kerja sama, pelayanan publik yang perlu diperhatikan 
dalam mengadakan kemitraan. 
3. Dari hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan 
pemahaman pemikiran akademisi mengenai variabel kerja sama pada 
mal pelayanan publik dan sebagai bahan lanjutan untuk penelitian 
selanjutnya mengenai topik ini. 
b. Kontribusi Praktik 
1. Dalam kontibusi praktis nantinya dapat memberikan dorongan kepada 
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui kerja sama 
terutama pada peran DPM-PTSP. 
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi pemerintah 
dalam mengupaya peningkat pelayanan bagi masyarakat nantinya agar 
terus bisa berinovasi dengan megikuti kebutuhan dan perkembang 
jaman. 
3. Kajian hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat analisis dan bahan 
pengambilan keputusan untuk melihat pelayanan publik terutama 
dalam pengintegrasian layanan dan sebagai pembanding atau acuan 






I.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan ditujukan untuk memberikan gambaran penelitian 
yang menyeluruh mengenai tiap - tiap bab dalam skripsi agar mudah diketahui 
dan dimengerti. Maka, secara garis besarnya sistematika pembahasan yang 
digolongkan dalam beberapa bentuk bab sebagi berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menyajikan latar belakang pada lingkup pelayanan 
publik, peran DPM-PTSP, kerja sama dan mal pelayanan publik 
sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu dengan melihat 
masalah yang sering dihadapi. Rumusan masalahnya yaitu dengan 
menitik beratkan pada peran DPM-PTSP dala, kerja sama pada 
pelaksanaan mal pelayanan publik. Dalam bab ini memaparkan 
tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik teoritis maupun praktis 
dan juga sistematika pembahasan. 
BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang merujuk pada 
tema penelitian yang dibahas serta teori - teori yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan. Landasan teori yang dijabarkan 
merupakan materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai 
sumber, dan digunakan sebagai bahan acuan ataupun rujukan dalam 
pembahasan atas permasalahan yang diajukan. Pada bab ini 





pelayanan publik, one stop service (pelayanan terpadu satu pintu), 
dan kerja sama. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 
baik itu jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber 
data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen 
penelitian yang dipakai, serta metode analisis dalam penelitian. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang data – data yang telah dikumpulkan 
selama penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis 
sesuai metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, data yang 
telah tercakup pada uraian untuk masalah yang ingin dibahas 
nantinya akan dianalisis sesusai dengan teori yang dipilih untuk 
menguraikan topik penelitian. 
BAB V:  PENUTUP  
Dalam bab ini memuat kesimpulan dari keselurahan penelitian yang 
telah dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi terkait 
penelitian yang telah dilaksanakan, dan memberikan rekomendasi 










II.1 Tinajauan Empiris 
 Tinjauan empiris diperlukan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang 
mengambil tema sama dengan penelitian saat ini. Digunakan sebagai dasar peneliti 
dalam menyusun penelitian dengan tujuan untuk mempelajari berbagai metode 
yang dipakai dan mengetahui hasil yang telah dilaksanakan peneliti. Berikut adalah 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintahan: 
1. Nurul Alfath Syarif, 2019 
 Penelitian terdahulu yang berjudul “Hambatan Kerjasama Sister City Kota 
Padang Indonesia Dan Kota Fremantle Australia” yang bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara Kota Padang dan Kota 
Fremantle, bagaimana efektivitas kerjasama sister city antara kedua kota dan 
hambatan yang menghambat kerjasama sister city. Penelitian mengunakan 
metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama sister city antara Kota Padang dan 
Kota Fremantle kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya output 
dan rencana aksi dari kerjasama tersebut serta banyaknya kendala yang menjadi 





2. Suaibatul Aslamiyah, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin, 2014 
 Penelitian terdahulu yang berjudul “Model Partnership Sebagai 
Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public 
Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik)” 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model partnership 
di PDAM Gresik, serta dampak partnership sebagai upaya strategis 
peningkatan pelayanan air bersih di Gresik. Penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peran pemerintah (PDAM Gresik) memberikan 
kerangka kebijakan dan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan PPP, 
sedangkan peran swasta (PT. Dewata Bangun Tirta) menaati hasil 
kesepakatan untuk menghasilkan air curah dengan kapasitas 200 lt/dt telah 
berhasil dilaksanakan. Setelah adanya pelaksanaan Public Private 
Partnership (PPP) di PDAM Gresik terdapat peningkatan infrastruktur air, 
meliputi: adanya peningkatan sumber air baku, efisiensi pengelolaan air 
baku dan berkurangnya angka kemacetan penyaluran air bersih ke 
pelanggan Sehingga berdampak pada kinerja pelayanan dan manajemen 
pelayanan yang semakin responsive. Melalui pemberdayaan masyarakat 
sebagai karyawan di lokasi IPA PT. Dewata Bangun Tirta. 
3. Sadhana Sutisari, Hermawan, Riyanto, 2013 
 Penelitian terdahulu yang berjudul “Kerja Sama Antar Sektor dalam 
Program Pertanian Padi Organik Untuk Mewujudkan Pembangunan 





Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)” yang bertujuan untuk 
mengetahui kerja sama antar sektor dalam program pertanian padi organik 
di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hasil kerja sama antar sektor dalam program pertanian padi organik di 
Kabupaten Sragen khususnya di Desa Sukorejo berkembang begitu pesat 
dan menjadi panutan bagi daerah lain, serta sudah berhasil memberikan 
pengaruh bagi kelestarian lahan pertanian, peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat petani, dan semua itu tercermin sebagai 
pemenuhan indikator-indikator pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar 
sosial, sehingga dikatakan telah berhasil dalam mendukung terwujudnya 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, upaya 
pembangunan ini memberikan kebebasan pada setiap daerah yang memiliki 
karakteristik berbeda-beda dengan memberi perhatian lebih pada aspek atau 
dimensi ruang sehingga setiap daerah dapat membawa inovasi-inovasi 
dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. 
4. Tutut Adi Kusumadewi, Imam Hanafi, Wima Yudo Prasetyo, 2013 
 Penelitian terdahulu yang berjudul “Kemitraan Bumn Dengan 
Umkm Sebagai Bentuk Corporate Social Responsbility (CSR) (Studi 
Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel 
di Kota Batu” yang bertujuan untuk untuk mendiskripsikan dan 





Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu sebagai bentuk Corporate 
Social Responsibility (CSR). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemitraan ini sudah dilaksanakan secara optimal dimana pembina 
sudah melaksanakan kewajibannya untuk membina dengan baik sehingga 
UMKM sebagai mitra binaannya mendapatkan banyak manfaat. Namun 
dengan banyaknya manfaat ini juga dapat mengakibatkan ketergantungan 
bagi pihak UMKM untuk terus menempel menjadi mitra binaan PT. 
TELKOM Kandatel Malang. Untuk mengatasinya maka pemberian batasan 
maksimal suatu UMKM menjadi mitra binaan pada pelaksanaan Program 
Kemitraan Usaha agar mandiri dan memberikan kesempatan kepada 
UMKM lain untuk menjadi mitra binaan PT. TELKOM Kandatel Malang. 
 
5. Muchtar Luthfi Malik Al Azhar, Imam Hardjanto, Minto Hadi, 2013 
 Penelitian terdahulu yang berjudul “Kemitraan Antara Pemerintah 
Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten 
Jepara)” yang bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta, mendeskripsikan dan 
menganalisis respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta 
menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 





Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di SPBN Ujung Batu 
mendapatkan penilaian “Baik” dari penggunanya akan tetapi dalam hal 
access dan tangible mendapatkan penilaian yang beragam akibat lokasi 
yang tidak mudah dijangkau oleh semua penggunanya dan banyaknya 









Tabel 2.1: Relevansi Penelitian terdahulu 
No Judul Penelitian Fokus Penelitian Hasil Penelitian 
1 Nurul Alfath Syarif, 2019 
 
Judul: Hambatan Kerjasama Sister 
City Kota Padang Indonesia Dan 
Kota Fremantle Australia 
 
JOM FISIP Vol . 6: Edisi II  
 
Metode Penelitian Kualitatif 
1. Menjelaskan hubungan kerjasama antara 
Kota Padang dan Kota Fremantle, 
2. Menjelaskan efektivitas kerjasama sister city 
antara kedua kota dan hambatan yang 
menghambat kerjasama sister city.  
 
Kerjasama sister city antara Kota Padang dan 
Kota Fremantle kurang efektif. Hal ini 
dibuktikan dengan belum adanya output dan 
rencana aksi dari kerjasama tersebut serta 
banyaknya kendala yang menjadi 
penghambat berjalannya kerjasama sister 
city dengan baik. 
 
2 Suaibatul Aslamiyah, Bambang 
Santoso Haryono, Mochammad 
Rozikin, 2014 
 
Judul: Model Partnership Sebagai 
Upaya Strategis Peningkatan 
Pelayanan Air Bersih (Studi 
terhadap Public Private Partnership 
1. Model Partnership di Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Gresik, meliputi:  
a.  Bentuk partnership  
b. Peran masing - masing aktor 
partnership, yaitu:  
1) Peran pemerintah  
2) Peran swasta 
Peran pemerintah (PDAM Gresik) 
memberikan kerangka kebijakan dan 
peraturan sebagai pedoman pelaksanaan 
PPP, sedangkan peran swasta (PT. Dewata 
Bangun Tirta) menaati hasil kesepakatan 
untuk menghasilkan air curah dengan 
kapasitas 200 lt/dt telah berhasil 





di Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Gresik) 
 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 
Vol. 2, No. 1, Hal. 89-94 
 
Metode Penelitian Kualitatif 
2. Dampak Partnership sebagai upaya strategis 
Peningkatan pelayaan air bersih di 
Kabupaten Gresik, meliputi:  
a. Infrastruktur air, yaitu:  
1) Sumber air baku  
2) Pengelolaan air baku  
3) Penyaluran air bersih ke pelanggan 
b. Pelayanan air, yaitu:  
1) Kinerja pelayanan  
2) Manajemen pelayanan 
Public Private Partnership (PPP) di PDAM 
Gresik terdapat peningkatan infrastruktur air, 
meliputi: adanya peningkatan sumber air 
baku, efisiensi pengelolaan air baku dan 
berkurangnya angka kemacetan penyaluran 
air bersih ke pelanggan Sehingga berdampak 
pada kinerja pelayanan dan manajemen 
pelayanan yang semakin responsive. Melalui 
pemberdayaan masyarakat sebagai karyawan 
di lokasi IPA PT. Dewata Bangun Tirta. 
3 Sadhana Sutisari, Hermawan, 
Riyanto, 2013 
 
Judul; Kerja Sama Antar Sektor 
dalam Program Pertanian Padi 
Organik Untuk Mewujudkan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development) (Studi di 
1. Pengenalan dan pendekatan program 
pertanian padi organik di Desa Sukorejo, 
Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen 
melalui kerja sama antar sektor; 
2. Peran antar sektor dalam kerja sama program 
pertanian padi organik; 
3. Alur kerja sama antar sektor dalam 
pelaksanaan program pertanian padi organik; 
Hasil kerja sama antar sektor dalam program 
pertanian padi organik di Kabupaten Sragen 
khususnya di Desa Sukorejo berkembang 
begitu pesat dan menjadi panutan bagi 
daerah lain, serta sudah berhasil memberikan 
pengaruh bagi kelestarian lahan pertanian, 
peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat petani, dan semua 





Desa Sukorejo Kecamatan 
Sambirejo Kabupaten Sragen) 
 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 
Vol. 1, No. 4, Hal. 128-134 
 
Metode Penelitian Kualitatif 
4. Pola pendampingan dalam kerja sama 
program pertanian padi organik; 
5. Target pencapaian hasil kerja sama antar 
sektor dalam program pertanian padi organik 
untuk memenuhi indikator pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development); 
dan  
6. Eksistensi keberlanjutan pemanfaatan hasil 
kerja sama antar sektor program pertanian 
padi organik. 
indikator pilar lingkungan, pilar ekonomi, 
dan pilar sosial, sehingga dikatakan telah 
berhasil dalam mendukung terwujudnya 
pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). Selain itu, upaya 
pembangunan ini memberikan kebebasan 
pada setiap daerah yang memiliki 
karakteristik berbeda-beda dengan memberi 
perhatian lebih pada aspek atau dimensi 
ruang sehingga setiap daerah dapat 
membawa inovasi-inovasi dalam 
mengembangkan potensi yang dimiliki 
masing-masing. 
34 Tutut Adi Kusumadewi, Imam 
Hanafi, Wima Yudo Prasetyo, 2013 
 
Judul: Kemitraan Bumn Dengan 
Umkm Sebagai Bentuk Corporate 
Social Responsbility (CSR) (Studi 
1. Pelaksanaan kemitraan usaha yang 
dilakukan sebagai bentuk Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. TELKOM dengan 
UMKM olahan apel di Kota Batu, yang dapat 
dilihat dari  
Kemitraan ini sudah dilaksanakan secara 
optimal dimana pembina sudah 
melaksanakan kewajibannya untuk membina 
dengan baik sehingga UMKM sebagai mitra 
binaannya mendapatkan banyak manfaat. 





Kemitraan PT. TELKOM Kandatel 
Malang dengan UMKM Olahan 
Apel di Kota Batu 
 
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 
Vol. 1, No. 5, Hal. 953-961 
 
Metode Penelitian Kualitatif 
a. Program Kemitraan sebagai bentuk 
Corporate Social Responsibility yang 
dilaksanakan oleh PT. TELKOM 
Kandatel Malang. 
b. Pola kemitraan usaha PT. TELKOM 
Kandatel Malang dengan UMKM 
Olahan Apel di Kota Batu.  
2. Faktor Pendukung dan Penghambat 
Kemitraan Usaha PT. TELKOM Kandatel 
Malang dan UMKM olahan apel di Kota 
Batu, yang dapat dilihat dari 
a. Faktor Pendukung Kemitraan Usaha 
dan 
b. Faktor Penghambat Kemitraan Usaha. 
dapat mengakibatkan ketergantungan bagi 
pihak UMKM untuk terus menempel 
menjadi mitra binaan PT. TELKOM 
Kandatel Malang. Untuk mengatasinya maka 
pemberian batasan maksimal suatu UMKM 
menjadi mitra binaan pada pelaksanaan 
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II.2 Tinjauan Teoritis 
II.2.1 Administrasi Publik 
 II.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik 
 Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakah bahwa 
administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat 
perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, 
karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan 
program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. 
Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-
unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. 
Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan 
kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan 
memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23).  
 Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi 
sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 
2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua 
kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan 
kebijakan negara. Sedangkan Siagian (seperti dikutip dalam Waluyo, 2007: 
37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan 
yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam 
usaha mencapai tujuan negara. 
 Menurut Nicholas Henry (seperti dikutip dalam buku Teori 







administrasi publik yaitu suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan 
praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhdap pemerintah dalam 
hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong 
kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. 
II.2.1.2 Tujuan Administrasi Publik 
Tujuan utama administrasi publik yaitu agar dapat mencapai tujuan 
negara sesuai keinginan publik seperti keamanan, kesejahteraan dan 
keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan partisipasi sosial, 
tanggung jawab sosial, dukungan sosial dan juga kontrol sosial terhadap 
pelaksanaan kegiatan administrasi publik tersebut. 
II.2.1.3 Fungsi Administrasi Publik 
  Menurut Caiden (1982) ada 6 fungsi administrasi publik diantaranya yaitu: 
1. Fungsi Tradisional 
Fungsi tradisional administrasi publik meliputi hubungan luar 
negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, 
pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum. 
2. Fungsi Pembangunan Bangsa 
Fungsi administrasi publik ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa 
cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang 
sangat heterogen. 
3. Fungsi Manajemen Ekonomi 
Masalah ekonomi merupakan tanggungjawab administrasi publik 







ini, administrasi publik bisa berperan langsung maupun dalam 
pembuatan regulasi. 
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial 
Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah harus ikut 
turun tangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 
pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan 
sosial, jaminan sosial dan perumahan umum. 
5. Fungsi Kontrol Lingkungan 
Salah satu bentuk kontrol lingkungan yaitu menjaga kelestarian 
alam. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat 
eksploitasi alam, maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan 
seperti, riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan kontrol 
lingkungan. 
6. Fungsi Hak Asasi Manusia 
Negara yang berlandaskan tatanan demokrasi harus melayani dan 
melindungi publik secara adil. Fungsi hak asasi manusia 
administrasi publik meliputi perlindungan HAM, privasi dan 
pengendalian penduduk. 
II.2.1.4 Karakteristik Administrasi Publik 
 Keban (2004:7) menyatakan bahwa ada beberapa makna penting yang harus 
diingat berkenan dengan hakikat administrasi publik, yaitu: 
1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga 







2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi 
kebijakan publik.  
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi 
dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah.  
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan admnistrasi swasta tetapi ia 
overlapping dengan administrasi swasta.  
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public goods dan 
services. 
6. Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis. 
 
II.2.2 Pelayanan Publik 
II.2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 
 Menurut Robert (1996:30) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: 
“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau 
daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”. 
Sedangkan Thoha (1991: 41) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat 
merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok 
orang/institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada 
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Birokrasi pemerintah 








 Menurut Widodo (2001:131) pelayanan publik adalah: “Pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan”. Moenir (2001) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah 
aktivitas yang dilakukan seseorang atau sebuah badan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup warga masyarakat berupa barang atau jasa. 
 Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
mendefinikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dari definisi-definisi tersebut, maka 
dapat diambil kesimpulan pengertian dari pelayanan publik adalah pemenuhan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. 
II.2.2.2 Karakteristik Pelayanan Publik 
 Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Adminstrasi Negara (2003) 
adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya 
2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok 
sasaran yang ingin dicapai 
3. Memiliki tujuan sosial 







5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan 
6. Seringkali menjadi sasaran isu politik 
Menurut Bharata (2004:11) terdapat enam unsur penting dalam proses 
pelayanan publik, yaitu: 
a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan 
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
Menurut Kasmir (2006:34) ciri-ciri pelayanan publik yang baik 
adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Tersedianya karyawan yang baik; 
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik; 








d. Mampu melayani secara cepat dan tepat; 
e. Mampu berkomunikasi; 
f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; 
g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik; 
h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 
i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 
II.2.2.3 Hambatan Pelayanan Publik 
 Menurut Moenir (2002:88) terdapat beberapa faktor yang mendukung 
berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu:  
1. Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam 
pelayanan umum;  
2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan;  
3. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang 
memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan;  
4. Faktor keterampilan petugas;  
5. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.  
Kelima faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi 
saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan 
pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, 
pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan 








II.2.3 One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
 II.2.3.1 Pengertian One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
 Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 
nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 
2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Dalam Permendagri No. 24 tahun 2006 
tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut 
dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 
terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
 Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non 
perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non 
perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pembinaan sistem ini dilakukan 
secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan 
Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing. 
II.2.3.2 Tujuan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
 Berdasarkan PP No. 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) bertujuan: 
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 







c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, 
pasti, dan terjangkau; dan 
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 
masyarakat 
Berdasarkan Permendagri No. 24 tahun 2006 tentang prdoman 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tujuan dari pelayanan terpadu satu 
pintu ini adalah: 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik. 
II.2.3.3 Manfaat One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
 Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan 
peningkatan mutu pelayanan dinyatakan bahwa hakekat pelayanan publik antara 
lain: 
1. Meningkatkan mutu dan dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah di bidang pelayanan publik. 
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 
sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna 
dan berhasil guna. 
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat 







4. Pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakata luas. 
Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar 
terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh 
aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam 
bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan 
penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur 
operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah 
baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. 
 II.2.3.4 Jenis One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
   Model pelayanan one stop services menurut Kubicek dan Hagen 
(2001) memiliki berbagai tujuan sebagai berikut: 
1. Memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha 
dan meningkatkan citra administrasi publik. 
2. Interaksi yang efisien dan efektif antara masyarakat dengan instutusi 
publik, dan bahkan dapat menghemat biaya pelayanan administratif. 
Menurut Bent (1999, dalam Kubicek dan Hagen: 2001) ada tiga 
jenis model one stop services atau one stop government berdasarkan 
tujuannya dapat dibedakan menjadi model-model sebagai berikut: 







 Model pelayanan ini berisi pelayanan informasi yang 
memandu masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan 
publik yang dibutuhkannya. 
b. Model Convenience Store 
Berbagai jenis transaksi pelayanan dilokasikan di satu kantor 
atau mungkin disatu situs internet. Dengan model pelayanan ini, 
akan memuaskan kebutuhan semua masyarakat. Model pelayanan 
seperti ini biasanya dilakukan di tingkat pemerintah lokal yang 
terdesentralisasi dan integrasi pelayanan masih dalam satu juridiksi. 
Jenis-jenis pelayanan yang dapat menggunakan mode pelayanan ini 
adalah pelayanan administratif yang tidak terlalu kompleks serta 
tidak membutuhkan pengetahuan dan waktu yang banyak. 
c. Model True One-Stop  (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
Model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis 
pelayanan dan melibatkan berbagai kewenangan. Mode pelayanan 
ini digunakan untuk jenis-jenis pelayanan yang cukup kompleks. 
II.2.3.5 Karakteristik One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
  Berdasarkan kajian KPK (Memahami Untuk Melayani, 2006) One Stop 
Service (OSS) merupakan penyempurnaan dari mekanisme Pelayanan Satu Pintu, 
dengan karakteristik sebagai berikut: 
1. Tersedia customer service yang bertugas menjelaskan, menerima 








2. Berbagai macam jenis perijinan/non perijinan bisa diurus dalam satu 
lokasi/tempat/ gedung 
3. Masyarakat hanya berhubungan dengan customer service (satu pintu) 
untuk mengurus semua jenis perijinan/non perijinan  
4. Pembayaran biasanya terpusat di kasir/bank  
5. Pada pelayanan perijinan dan non perijinan dengan mekanisme OSS, 
seluruh proses perijinan dilakukan di satu lokasi (tempat) 
6. OSS merekrut tenaga teknis dari Unit/Instansi Teknis untuk 
melaksanakan kegiatan teknis  
7. Surat perijinan/non perijinan ditandatangani oleh Penanggungjawab 
(Kepala) One Stop Service (OSS) 
II.2.3.6 Hambatan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 
 Menurut Parasuraman, dkk (1996) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang 
pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 
1. Ketidaktahuan akan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 
2. Standar kualitas layanan yang salah 
3. Gap performansi layanan 
4. Etika janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
 
II.2.4 Kerja Sama (Partnership) 
 II.2.4.1 Pengertian Kerja sana 
  Menurut Hafsah (2000, h.43) “kemitraan merupakan suatu strategi  bisnis 







 meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 
membesarkan”. Menurut Sulistiyani (dalam Jurnal Al Azhar, 2013: 1015) 
kemitraan adalah adaptasi dari partnership yang merupakan bentuk persekutuan 
antara 2 pihak atau lebih untuk menjalin suatu kerjasama yang berdasarkan kepada 
sebuah kesepakatan guna meningkatkan kapasitas untuk mencapai tujuan guna 
memperoleh capaian hasil yang lebih baik. Keterkaitan usaha dalam kemitraan ini 
merujuk kepada sebuah pola. 
 Dalam konteks kemitraan antara pemerintah dan swasta atau Public Private 
Partnership menurut Mahmudi (2007), dimaknai sebagai unit kerja penyedia 
layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang 
bekerjasama dengan sektor swasta dan sektor ketiga. Sedangkan Amirullah dalam 
(Irianti, 2011) menyatakan, Public Private Partnership adalah kerjasama pemberian 
sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan 
sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. 
II.2.4.2 Pola Kerja Sama 
Sesuai dengan ketentuan Undang - undang No. 20 tahun 2008 
terdapat enam pola yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan kemitraan 
diantaranya:  
a. Pola Inti-Plasma;  
b. Pola Sub-Kontrak;  
c. Pola Dagang Umum;  







e. Pola Keagenan; dan  
f. Pola lain-lain. 
II.2.4.3 Model Kerja Sama 
  Model kemitraan oleh Sulistyani (2004) diilhami dari fenomena 
 biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam 
 pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi:  
a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu merupakan kerjasama antara 
dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama 
yang seimbang antara yang satu dengan lainnya. 
b. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik merupakan 
kerjasama dua pihak Partisipan selalu mengetahui perkembangan 
situasi aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling 
memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal. 
c. Conjungtion partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan 
pengembangan merupakan kemitraan yang dianalogikan dari 
kehidupan “paramecium”. Dalam proses kehidupannya, “paramecium” 
melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian 
terpisah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. 
 
II.2.4.4 Model Analitik Kerja Sama (Rainey, 1990) 
1. Task Portofolio 
 Dimensi variasi pertama adalah masalah apa yang dilakukan instansi 







dengan portofolio tugas yang mungkin berbeda luas dan dalamnya. 
Keluasan dalam konteks ini mengacu pada bidang kebijakan. Kedalaman 
dalam konteks ini mengacu pada proses kerja. 
2. Participant structure 
 Struktur partisipan mungkin sederhana atau kompleks, termasuk 
sedikit atau banyak mitra. Jumlah mitra mungkin sesuai dengan jumlah 
tugas yang terlibat dan juga dengan ukuran wilayah geografis yang dicakup 
oleh intansi serba ada. Semakin besar wilayah geografis, semakin banyak 
kota madya yang biasanya terlibat dalam pengaturan yang melibatkan 
sektor pemerintah daerah. Itu mengarah ke cara kedua untuk berpikir 
tentang kerjasama. Instansi serba ada dapat mencakup mitra dari satu atau 
lebih tingkat pemerintahan: nasional, regional dan lokal, dan bahkan 
internasional. Ketiga, jenis organisasi yang terlibat dapat bervariasi. 
Perusahaan dan organisasi sukarela juga dapat menjadi mitra di toko serba 
ada. Struktur kolaboratif seperti itu, seperti kemitraan publik-swasta (KPS). 
3. Autonomy 
 Kolaborasi horizontal terstruktur memiliki dimensi vertikal: dalam 
hal ini meskipun tidak selalu sering namun ada kalanya tunduk pada kontrol 
dari atas. Namun, tingkat kontrol bervariasi, dengan beberapa kolaborasi 
lebih otonom daripada yang lain. Instrumen berbasis otoritas mencakup 
mandat hukum untuk berkolaborasi dan struktur akuntabilitas bersama dan 
konstitusi jaringan; instrumen berbasis informasi termasuk nasihat dan 







yang menghargai kolaborasi dan langkah-langkah peningkatan kapasitas. 
Kehadiran instrumen kebijakan vertikal seperti itu dalam konteks instansi 
serba ada menandakan tingkat kontrol eksternal, dan penggunaan instrumen 
otoritatif menunjukkan lebih besar. 
4. Proximity to citizen 
 Prinsip umum dari one stop service adalah bahwa mereka membawa 
koordinasi kebijakan ke tingkat warga. Dalam pengertian ini one stop 
service dapat dikatakan diorganisir di sekitar 'orang', berbeda dari tempat, 
proses atau tujuan (Gulick 1937). Namun demikian, beberapa one stop 
service lebih dekat dengan warga daripada yang lain. One stop service 
'virtual' mungkin yang paling dekat dengan warga dari semua jenis layanan, 
karena mereka dapat hadir di rumah warga sendiri melalui koneksi internet 
komputer mereka. One stop service yang beroperasi sebagai bangunan fisik 
dengan layanan lokasi bersama dan terletak di lingkungan dan lokalitas 
warga sendiri, sering kali hanya beberapa jalan dari rumah mereka.  
5. Instrument 
 Dalam variabel ini mengklasifikasikan ini sebagai 'instrumen 
horizontal'. Instrumen horizontal adalah perangkat manajemen untuk 
meningkatkan koordinasi antara organisasi yang terpisah atau dalam 
organisasi yang kompleks. Akibatnya, mereka biasanya digunakan untuk 
menjembatani lembaga dan tugas. Mengaitkan kembali dengan masalah 
otonomi, instrumen horizontal dapat dimulai di tingkat lokal atau di bawah 































III.1 Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan model analisis 
yang dipaparkan oleh Creswell (2009). Dengan melihat beberapa prinsip - prinsip 
dan penjelasan yang mengarah pada penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif 
mempunyai dua tujuan utama, yaitu:  
1. Menggambarkan dan mengungkapkan (to descibe and explore) dan, 
2. Menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).  
 Metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai 
suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 
gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai 
peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum   dan 
agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, 
informasi tersebut biasa nya berupa kata atau teks.  
 Dengan metode ini peneliti bertujuan melihat suatu fenomena secara 
keseluruhan serta peristiwa - peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari 
kekhususannya, ciri khasnya. Maka, untuk pendekatan yang dilakukan peneliti 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Bentuk deskriptif adalah 
suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau 





yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan 
informasi yang mutakhir sehingga nantinya bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.  
 Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pilihan yang tepat dalam 
menguraikan permasalahan yang ada agar dapat menilai setiap unsur dan kegiatan 
penelitian yang hendak dilakukan dapat membuat gambaran atau mendeskripsikan 
suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang 
akurat.  
 
III.2 Fokus Penelitian  
 Fokus penelitian dalam kajian ini untuk menentukan hasil yang diharapkan 
dari objek penelitian. Adapun fokus penelitian pada terjalin dengan rumusan 
masalah yang ditulis pada bab sebelumnya, seperti: 
1. Mengetahui peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam melakukan kerja sama 
pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
2. Memaparkan faktor – faktor yang dapat menghambat DPM-PTSP Kota 
Bekasi dalam kerja sama pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
 Sehingga penelitian berfokus pada peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam 
menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan 
temuan hambatan dalam kerja sama. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran secara mendalam dan rinci tentang peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam 





demikian penggunaan penelitian kualitatif dalam mengkaji tema ini yaitu untuk 
mencocokkan realita yang ada sesuai atau berjalan dengan teori yang berlaku 
(empiris). Dengan demikian, fakta yang sesungguhnya dapat diperoleh dan dapat 
menjadikan peneliti mudah dalam mengeksplorasi substansi yang ada.  
 
III.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian  
 Berdasarkan informasi yang merujuk pada judul dan latar belakang yang 
didasarkan kepada peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada 
pelaksanaan Mal Pelayanan Kota Bekasi, maka dalam penelitian ini berlokasi di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi yang terletak di 
Komplek Pemerintahan Walikota Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda No.100, 
RT.001/RW.005, Margahayu, Kota Bekasi, dan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
yang terletak di Jl. HM. Joyo Martono No.50, RT.003/RW.021, Margahayu, Kota 
Bekasi.  
 Lokasi penelitian dilakukan pada 2 lokasi yang berbeda karena Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi yang merupakanfokus 
pada penelitian ini terkait peran dalam kerja samanya, sehingga nantinya peneliti 
akan mengumpulkan data dari lokasi tersebut melalui observasi, dokumentasi, dan 
juga mewawancarai informan terkait kerja sama pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi. Sedangkan, Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi merupakan objek dari kerja 
sama yang dibangun sehingga lokasi ini digunakan untuk mengobservasi dan 





mengambil data dari informan yaitu masyarakat pengguna layanan untuk 
memberikan tanggapan terhadap layanan yang diberikan.  
 Lokasi penelitian tersebut menjadi objek untuk diteliti dan diobservasi 
peneliti ingin melihat peran DPM-PTSP Kota Bekasi sebagai penangggung jawab, 
penyelengaraan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dalam menjalin 
kerja sama dengan banyak instansi  serta hambatan yang mungkin terjadi dalam 
kerja sama pada Mal Pelayanan Publik. Terlebih lagi, penelitian mengenai peran 
DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada Mal Pelayanan Publik belum 
dilakukan. Oleh sebab itu, lokasi ini dipilih karena cocok dengan melihat situasi 
dan kondisi yang dipaparkan dalam latar belakang. 
 
III.4 Jenis dan Sumber Data  
 Sumber dalam penelitian dapat berupa orang atau dokumen yang terkait 
langsung dengan permasalahan peneliti sebagai narasumber atau sumber informasi. 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, data yang diambil 
merupakan data primer dan sekunder. 
a. Sumber Data Primer 
 Sugiyono (2013:137) menyatakan sumber primer adalah data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer dapat 
diperoleh langsung dari lapangan baik melalui wawancara atau observasi yang 
nantinya data berupa keterangan - keterangan yang diperoleh secara langsung 





dikumpulkan selama penelitian yaitu hasil observasi, dan hasil wawancara. 
Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik pusposive sampling.  
 Teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2009:300) adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya 
orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Teknik 
sampel dipilih karena dengan menggunakan teknik yang sifatnya purposive 
artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sehingga informan yang 
diharapkan memang sudah mengetahui tentang institusi tersebut dan terlibat 
langsung di dalamnya. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah 
atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan 
kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan, dimana orang 
yang menjadi informan mengetahui tentang kondisi yang sedang diteliti.  
 Data primer pada penelitian ini, yaitu dari hasil wawancara langsung 
terhadap informan meliputi Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi 
Informasi, dan Pengaduan, Staf  Pelaksana dan Koordinator pemilihan informan 
karena peneliti melakukan penelitian terhadap peran DPM-PTSP Kota Bekasi 
sebagai penanggung jawab jalannya kerja sama sehingga dalam memperoleh 
hasil data yang didapatkan akan lebih akurat, dan pemilihan Staf  Pelaksana dan 
Koordinator Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dipilih karena mengetahui 
proses kerja dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi serta mengerti keadaan 
pada lokasi penelitian, serta untuk  masyarakat atau pengguna layanan 





mengingat keterbatasan dari masyarakat yang terkadang enggan dan sulit 
dimintai keterangan atau wawancara. 
 Sedangkan untuk pengambilan data melalui observasi dan dokumentasi 
dilakukan dengan memotret tempat pelaksanaan penelitian dengan mengambil 
objek yang dibutuhkan sebagai bahan untuk data yang diolah nantinya, serta 
melihat rutinitas yang terjadi pada lokasi penelitian.  
b. Sumber Data Sekunder 
 Dalam Sugiyono (2013:137) menyatakan bahwa data sekunder merupakan 
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 
misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder diperlukan 
untuk dalam melengkapi informasi yang di peroleh dari data primer, yaitu yang 
berupa literatur, buku, surat kabar, bahan bacaan, dan dokumen resmi. 
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berguna untuk membantu 
penelitian seperti awal mula mal pelayanan publik, struktur organisasi, kinerja 
dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa 
jurnal penelitian terdahulu, data dokumen dan arsip-arsip maupun website resmi 
lembaga. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara memotret arsip 
ataupun dokumen yang diperlukan sebagai pelampir dalam penelitian. 
 
III.5 Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik ataupun cara yang dapat 





data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. 
a. Observasi 
 Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan 
pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi bisa dipahami sebagai 
teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan 
disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek 
sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan 
dengan pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan mal pelayanan publik. 
b. Teknik Wawancara 
 Marshall dalam Sugiyono (2010: 310) menyatakan bahwa “through 
observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached 
to those behavior”. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku 
dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang 
dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu 
observasi langsung. Maksudnya yaitu teknik wawancara yaitu teknik 
pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informasi 
penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih 
dahulu pedoman wawancara seperti pertanyaan - pertanyaan untuk 
ditanyakan ke narasumber, pokok-pokok pertanyaan seperti pada rumusan 
masalah. 
 Melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian 





pedoman wawancara yang di ajukan kepada informan di lokasi penelitian 
dan merupakan data pelengkap penelitian yang bertujuan mendapatkan data 
yang belum terungkap. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 
metode wawancara terstruktur, formal, atau berfokus yaitu dimulai dari 
pertanyaan khusus mengenai permasalahan yang diangkat. 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang ada 
hubungannya dengan pelitian ini. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk 
melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi 
yang dikumpulkan dari bahan - bahan dokumentasi yang ada di lapangan 
serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis 
dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 
arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar 
tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. 
Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh 
melui observasi dan wawancara. 
 
III.6 Instrumen Penelitian  
 Sugiyono (2013:102) menyatakan instrumen penelitian adalah suatu alat 
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun instrument 





a. Pedoman Wawancara 
Dalam penelitian ini pertanyaan digunakan sebagai sarana atau bahan untuk 
mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian. Pengumpulan data 
dalam penelitian menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan sudah 
direncanakan dan terstruktur serta melakukan wawancara langsung dengan 
subyek penelitian mengenai pokok bahasan penelitian. Penelitian ini 
menggunakan pedoman wawancara yang disusun serangkaian pertanyaan yang 
merujuk varibel dari teori yang digunakan agar data yang diperoleh dari 
informan mendapat jawaban yang jelas. 
b. Alat Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan sebagai bentuk penyajian data untuk melengkapi 
data yang diperoleh dengan menggunakan alat-alat seperti alat perekam, 
kamera, buku, dan bulpoin yang digunakan untuk mencatat data. Penggunaan 
alat dokumentasi ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data asli dan 
mempermudah dalam memperoleh data yang diperlukan yang berasal dari 
wawancara, foto, dokumen lembaga. 
 
III.7 Metode Analisis  
a. Analisis Data 
 Mengemukakan tahapan - tahapan di dalam menganalisis data 
penelitian. Menyebutkan teknik analisis yang dipergunakan serta alasan 
mempergunakan teknik analisis tersebut. Dalam hal ini, analisis data 





pelaporan hasil secara serentak. Meskipun perbedaan - perbedaan analitis 
ini sangat bergantung pada jenis strategi yang digunakan, metode kualitatif 
pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah - langkah 
khusus dalam analisis data. Ada sejumlah proses umum untuk 
menggambarkan keseluruhan aktivitas analisis data ini, sebagaimana yang 
dijabarkan oleh Creswell (2009).  
 Metode analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan 
dengan proses pengumpulan data. John Creswell (2009) menyajikan 
tahapan penelitian yang merupakan alur penelitian, peneliti harus 
menjalankan analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan 
langkah - langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai 
level analisis yang berbeda, sebagaimana yang ditunjukkan berikut ini: 
 
Gambar 3.1:  Alur Analisis Data Menurut Creswell 






 Pada gambar 3.1 mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkis 
yang dibangun dari bawah ke atas, beragam tahapan saling berhubungan 
dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. 
Pendekatan di atas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah langkah 
analisis berikut ini:  
 Langkah 1: Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. 
Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, 
mengambil data lapangan, atau memilah - milah dan menyusun data 
tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber 
informasi. 
 Langkah 2: Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah 
membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan 
merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, para 
peneliti kualitatif terkadang menulis catatan - catatan khusus atau 
gagasan - gagasan umum tentang data yang diperoleh.  
 Langkah 3: Menganalisis lebih detail dengan mencoding data. Coding 
merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen 
segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). 
Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau 
gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, 
mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf - paragraf) atau gambar 





kategori - kategori ini dengan istilah - istilah khusus, yang sering kali 
didasarkan pada istilah/bahasa yang benar - benar berasal dari 
partisipan. 
 Langkah 4: Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, 
orang - orang, kategori -kategori, dan tema - tema yang akan di 
analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi 
secara detail mengenai orang - orang, lokasi - lokasi, atau peristiwa - 
peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti membuat kode - kode untuk 
mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk 
proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, 
melakukan proses coding untuk membuat sejumlah tema kecil atau 
kategori.  
 Langkah 5: Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema - tema ini akan 
disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan 
yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif 
dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi 
pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap 
dengan subtema - subtema, ilustrasi - ilustrasi khusus, perspektif - 
perspektif, dan kutipan - kutipan), atau tentang keterhubungan antar 
tema. Penelitian kualitatif juga dapat menggunakan visual - visual, 
gambar - gambar, atau table - tabel untuk membantu menyajikan di 
pembahasan. Peneliti dapat menyajikan suatu proses (sebagaimana 





penelitian (sebagaimana dalam etnografi), atau memberikan informasi 
deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel (sebagaimana dalam 
studi kasus dan etnografi).  
 Langkah 6: Langkah terakhir dalam analisis data adalah 
menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi pribadi dengan 
berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, 
sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi 
juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil 
penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. 
Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya 
membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. 
Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan pertanyaan 
baru yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan - pertanyaan yang 
muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.  
b. Validasi 
 Sementara itu, validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian 
kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah 
hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau 
pembaca secara umum (Creswell & Miller, 2000). Prosedur lain yang yang 
diperlukan adalah mengidentifikasi dan membahas satu atau lebih strategi 
yang ada untuk memeriksa akurasi hasil penelitian. Peneliti perlu 
menjelaskan strategi strategi validitas ke dalam penelitiannya. Berikut ini 





a. Mentriangulasi (triangulate) sumber - sumber data yang berbeda 
dengan memeriksa bukti - bukti yang berasal dari sumber - sumber 
tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema - 
tema secara koheren. Tema - tema yang dibangun berdasarkan 
sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah 
validitas penelitian.  
b. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (rich and thick description) 
tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil 
menggambarkan serting penelitian dan membahas salah satu elemen 
dari pengalaman pengalaman partisipan. Ketika melakukan penelitian 
kualitatif disarankan menyajikan deskripsi yang detail mengenai 
setting, atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema, agar 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Kota Bekasi 
IV.1.1.1 Sejarah Kota Bekasi 
Pada tahun 1950, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 
kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. 
Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang 
Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". 
Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut 
dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang 
terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, 
Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya 
menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi 
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan 
walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982-1988). Tahun 1988 
Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 , 





 Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan 
cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang   cukup tinggi dan 
roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kota Administratif, 
Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") 
melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. 
IV.1.1.2 Letak Geografis dan Topografi 
 Letak geografis Koata bekasi berada di 106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur 
Timur dan 6o10’6’’ – 6o30’6’’ Lintang Selatan. Kota Bekasi memiliki luas 
wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah: 
 Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi 
 Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok 
 Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta 
 Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi 
Kondisi topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan 
terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. 
A. Ketinggian >25 m: Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi 
Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede. 
B. Ketinggian 25 – 100 m: Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, 
Jatiasih. 
Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan 
daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di 
Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, 





     Gambar 4.1: Peta Kota Bekasi 
     Sumber: bekasikota.go.id 
 
IV.1.1.3 Pemukiman dan Kependudukan 
 Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar 
di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, 
Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, 
Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. 
 
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kota Bekasi  
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2020 
No Kecematan 
Total Pendudukan 
2018 2019 2020 
1 






Jatisampurna 154,516 161,207 168,027 
3 
Pondokmelati 162,874 166,432 169,881 
4 
Jatiasih 258,451 265,551 271,665 
5 
Bantargebang 126,157 129,511 132,800 
6 
Mustikajaya 277,091 294,944 313,726 
7 
Bekasi Timur 260,377 260,759 261,958 
8 
Rawalumbu 271,465 278,816 286,133 
9 
Bekasi Selatan 232,172 234,235 236,046 
10 
Bekasi Barat 304,207 306,220 307,928 
11 
Medansatria 190,845 193,497 195,980 
12 
Bekasi utara 392,683 402,430 412,174 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2020 
 
IV.1.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi 
  Visi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan" 
  Misi:  
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik 
melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; 
• Pengembangan layanan publik berbasis IT; 
• Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam 





Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, 
dan kelompok lainnya; 
• Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan 
administrasi kependudukan lainnya. 
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan 
Sarana Kota yang maju dan memadai 
• Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai 
dilingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan 
sarana sosial; 
• Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan 
sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT; 
• Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga 
penyandangdisabilitasdan lansiaKotaBekasi; 
• Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui 
ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang 
untuk memastikan kontribusi positif terhadap 
pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi 
• Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, 
revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi 
“Waste to Energy”; 
• Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah; 
• Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi 
untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha; 
• Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan 
banjir berwawasan lingkungan (Eco Drainage); 
• Penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi; 
• Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ; 
• Pembangunan gedung commuter transit parking (Stasiun 
KA dan LRT); 






• Pembangunan sarana transportasi City Tourism; 
• Pembangunan Sanitasi dan Penyediaan air bersih. 
 
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan 
perdagangan yang berdaya saing 
• Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis 
komunitas; 
• Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di 
Kota Bekasi; 
• Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari 
kerja dan pelaku UMKM; 
• Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui 
peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan 
penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 
• Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui 
kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk 
melahirkan wirausaha baru; 
• Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi 
digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako; 
• Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung 
pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan 
“Bekasi CityTechno Park”; 
• Pengembangan creative society melalui 
penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di 
tingkat kota dan kecamatan; 
• Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. 
 
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan 
Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, 
kreatif dan inovatif 
• Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun 





• Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan 
yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi; 
• Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, 
danmasyarakat berbasis teknologi informasi (smart 
school); 
• Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, 
minat/bakat, danTahfidz Al-Qur’an; 
• Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT 
(KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan 
kesehatan nasional; 
• Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi 
kesehatan (perwujudan smart health); 
• Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam 
rangkapemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh 
seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan 
lingkungan masyarakat; 
• Penguatan kesalehan spiritual, ketahanan sosial, dan 
kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial 
budaya multikultur dankehidupan masyarakat yang 
ihsan; 
• Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu 
(pendidikan,kesehatan, dan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial); 
• Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
• Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan 
Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang 
nyaman 
• Pengembangan “urban tourism” untuk meningkatkan 





• Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City 
Bike) danpenataan serta pengembangan pedestrian yang 
ramah pejalankaki; 
• Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota 
bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, 
patriotis, kreatif, dll); 
• Penataan dan pengendalian estetika papan reklame 
(mengarahkan pada reklame digital bersumber energi 
surya); 
• Penataan kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan 
dan Bedah rumah; 
• Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk 
menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat 
berfungsi sebagai RTH; 
• Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi 
terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan 
berkelanjutan. 
IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
 Satu Pintu Kota Bekasi (DPM-PTSP) Kota Bekasi 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 
Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur - unsur perangkat daerah yang 
mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, 
sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah. Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi 
mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi 
dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 
penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan 





IV.1.2.1 Fungsi DPM-PTSP Kota Bekasi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, DPMPTSP 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan; 
b. Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan 
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam 
lingkup tugasnya; 
d. Pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara pelayanan 
perizinan dan penanaman modal dalam lingkup tugasnya; 
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan dinas; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 
g. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kerjasama dan Investasi 
yang meliputi kerjasama antar daerah dan lembaga, pengembangan 
investasi serta peningkatan penanaman modal, yaitu : 
1. Fasilitasi pelaksanaan pengkajian, pengembangan kerjasama 
antar daerah dan lembaga; 
2. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, 
evaluasi, pengkajian dan pengawasan pengembangan investasi; 
3. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, 
evaluasi, pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan 
penanaman modal. 





Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 
“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan". Untuk merealisasikan visi yang 
telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi menetapkan misi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
• Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; 
• Pengembangan layanan publik berbasis IT; 
• Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi 
Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan 
kelompok lainnya; 
• Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan 
administrasi kependudukan lainnya. 
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan 
Sarana Kota yang maju dan memadai 
• Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai 
dilingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana 
sosial; 
• Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, 
jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT; 






• Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi 
teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan 
kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota 
Bekasi 
• Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, 
revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to 
Energy”; 
• Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 
• Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk 
RTH, permukiman, dan aktivitas usaha; 
• Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir 
berwawasan lingkungan (Eco Drainage); 
• Penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi; 
• Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ; 
• Pembangunan gedung commuter transit parking (Stasiun KA dan 
LRT); 
• Pengenalan dan pemberlakuan smart parking di pusat 
perbelanjaan; 
• Pembangunan sarana transportasi City Tourism; 
• Pembangunan Sanitasi dan Penyediaan air bersih. 
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan 
perdagangan yang berdaya saing 





• Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota 
Bekasi; 
• Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan 
pelaku UMKM; 
• Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui 
peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan 
penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 
• Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama 
pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha 
baru; 
• Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk 
stabilisasi pasokan dan harga sembako; 
• Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung 
pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi 
CityTechno Park”; 
• Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event 
“BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan; 
• Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. 
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat 
yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif 
• Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis 
dansubsidi siswa keluarga miskin; 
• Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang 





• Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, 
danmasyarakat berbasis teknologi informasi (smart school); 
• Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan 
Tahfidz Al-Qur’an; 
• Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) 
Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional; 
• Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan 
(perwujudan smart health); 
• Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam 
rangkapemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat; 
• Penguatan kesalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan 
budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur 
dankehidupan masyarakat yang ihsan; 
• Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu 
(pendidikan,kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial); 
• Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
• Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota 
yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman 
• Pengembangan “urban tourism” untuk meningkatkan daya Tarik 





• Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) 
danpenataan serta pengembangan pedestrian yang ramah 
pejalankaki; 
• Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema 
tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll); 
• Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan 
pada reklame digital bersumber energi surya); 
• Penataan kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan dan Bedah 
rumah; 
• Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin 
ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH; 
• Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap 
promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan. 
IV.1.2.3 Strukturs Organisasi DPM-PTSP Kota Bekasi 
 Pada bagan struktur one stop service (Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi), 
penaggung jawab dari pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
dilimpahkan kepada Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Bekasi dan dibawahi oleh 
Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Data, Administrasi, Teknologi Informasi dan 
Pengaduan, Kepala Seksi Administrasi Informasi dan Pengaduan serta pegawai 






Gambar 4.2: Struktur Institusi DPM-PTSP Kota Bekasi 
Sumber: dpmptsp.bekasikota.go.id 
 
IV.1.3 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
 Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif 
memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. 
Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 
adalah tenpat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan 
pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang 
merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta 
pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta 
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan 
nyaman. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, 
kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam 





Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, 
aksebilitas dan kenyamanan. 
 IV.1.3.1 Dasar Hukum 
a. Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019 Tanggal 27 
Maret 2019; 
b. Penandatanganan Komitmen dan kesanggupan Pemerintah Kota 
Bekasi untuk mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2019 
Tanggal 27 Maret 2019; 
c. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 845/99.SETDA.TU tentang 
Rencana Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi; 
d. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 101 Tahun 2019 Tentang Mal 
Pelayanan Publik Tanggal 28 Agustus 2019; 
e. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 067/Kep. 390-
DPMPTSP/IX/2018 tentang Lokasi Pelayanan Publik pada Mal atau 
Pusat Perbelanjaan. 
f. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bekasi Nomor : 503/Kep.926.A-DPMPTSP/VII/2019 
tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan 





g. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Bekasi Nomor : 065.2/Kep.949-DPMPTSP/VII/2019 
tentang Standar Opersional Prosedur Petugas Penyelenggara 
Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dam Gerai Pelayanan Publik di 
Kota Bekasi. 
 IV.1.3.2 Maksud dan Tujuan 
a. Memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan, 
keamanan, dan kenyamanan kepada Masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan; 
b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan 
kemudahan berusaha di Indonesia; 
c. Mengintergrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan 
daerah dalam satu lokasi yang sama; 
d. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para 
penyelenggara pelayanan public dalam rangka penyediaan, 
pemanfaatan dan pengembangan layanan public; dan 
e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi 
daerah. 
IV.1.3.3 Lokasi Mpp Kota Bekasi 
• Lokasi:  
Lokasi MPP Kota Bekasi saat ini berada di pusat perbelanjaan BTC 
MAL lantai Ground Floor yang beralamat di Jl. HM. Joyo martono No. 





• Luas bangunan: 
Luas keseluruhan lokasi Layanan MPP Kota Bekasi saat ini + 971 M2 
IV.1.3.4 Sarana dan Prasarana 
a. Pembangunan dan renovasi gedung telah selesai pada bulan Nopember 
2020, dan saat ini sedang dilakukan uji coba. 
b. Sarana dan prasarana yang tersedia di MPP Kota Bekasi : 
Tabel 4.2: Sarana dan Prasarana di Mal Pelayanan Publik  
Kota Bekasi 
• 24 Konter layanan • Mesin Antrian, E-Kiosk, 
Digital Signage 
• Loket Disabiltas dan Toilet 
Disabilitas 
• Media Informasi digital 
• Loket Informasi dan 
Pengaduan 
• Coffe Corner 
• Tempat Ibadah/ Musholla • Gerai Promosi / UMKM 
• Ruang Laktasi • CCTV 
• Ruang Baca / Pojok Baca • Pantry 
• Ruang Bermain Anak • Parkir umum dan disabilitas 
• Lounge Investasi • Ruang Manager 
• Balai Nikah • Ruang Rapat 
• Ruang Kontrol Jaringan IT • Sofa Tunggu Disabilitas 
 Sumber: mpp.kota bekasi.go.id 
Untuk menunjang kaum disabilitas, telah disediakan lift, kursi roda, jalur 
landai, ruang tunggu disabilitas, toilet disabilitas, loket disabilitas. 
 IV.1.3.5 Sistem IT Dan Sarana Media Publikasi 





 Untuk Mendukung sistem terintegrasi terutama dalam sistem antrian 
kita menggunakan layanan aplikasi SIMPEL ANTRI yang didalamnya 
terdapat informasi - informasi terkait pelaksanaan pelayanan di MPP, 
apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam aplikasi tersebut antara lain: 
1. Antrian online satu pintu yang sudah terintegrasi seluruh 
pelayanan yang ada di MPP Kota Bekasi dan bisa diakses 
masyarakat umum melalui www.mpp.bekasikota.go.id ; 
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM / SKM ); 
3. Layar Monitor Pemanggilan pemohon. 
b. Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Bekasi memberikan pelayanan yang simplikasi 
perizinan kepada para pelaku usaha dengan mudah, cepat, transfaran 
serta akuntabel diyakini pengusaha akan nyaman berkegiatan di Kota 
Bekasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) mempasilitasi sarana pelayanan berbasis online dengan 
Sistem Infornasi Layanan Terpadu (SILAT) yang dapat diakses melalui 
laman www.silat.bekasikota.go.id pelaku usaha yang ingin memenuhi 
komitmen berkenaan dengan izin usaha dan non usaha dapat 
mengajukan permohonan dengan melalui akses ke Sistem Informasi 
Layanan Terpadu (SILAT) pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. 





 Tersedianya Mesin informasi dan layar multimedia yang terdapat di 
loby utama MPP dan didalam Lounge Investasi, masyarakat dapat 
mengakses informasi terkait layanan di MPP yang antara lain: 
1. Website MPP Kota Bekasi; 
2. Standar Pelayanan / SOP; 
3. Maklumat Pelayanan; 
4. Call Center Pengaduan; 
5. Laporan Statistik MPP Kota Bekasi; 
6. Layar Panggilan untuk Pemohon. 
 
IV.2 Penyajian Data 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi, maka peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang telah 
diperoleh dari lapangan dan diolah dengan mengacu pada rumusan masalah serta 
fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kegiatan yang pertama 
dalam pengumpulan data yaitu meminta surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh 
Fakultas Ilmu Administrasi melalui website sifia. Hal ini sebagai pelampir untuk 
melaksanakan kegiatan penelitian di DPM-PTSP Kota Bekasi dan Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi. Setelah mendapat surat izin penelitian selanjutnya mengurus 
izin ke DPM-PTSP Kota Bekasi dan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Selanjutnya meminta surat rekomendasi dari DPM-PTSP Kota Bekasi untuk 





Pemerintahan Kota Bekasi. Kemudian dikeluarkan surat izin untuk melakukan 
penelitian di DPM-PTSP dan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
 Setelah mendapatkan surat izin dan mengantarnya ke DPM-PTSP Kota 
Bekasi, peneliti menunggu kesediaan waktu untuk melakukan wawancara kepada 
narasumber. Peneliti meminta izin untuk mewawancarai Kepala Seksi Administrasi 
Informasi dan Pengaduan yaitu Bapak Teguh Catur Pramono, S.AP yang bertugas 
dalam Mal Pelayanan Publik, namun ternyata keadaannya tidak bisa sebab adanya 
kegiatan bersamaan dengan wawancara pada hari itu. Karena itu peneliti 
direkomendasikan kepada Kepala Bidang Data, Administrasi, Teknologi Informasi 
dan Pengaduan yaitu Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M yang bertugas juga sebagai 
penanggung jawab Mal Pelayanan Publik. Peneliti memulai wawancara dan 
mendapat data serta informasi mengenai pelaksanaan kolaborasi pada Mal 
Pelayanan Publik.  
 Selanjutnya penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, 
pada saat penyerahan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu 
Administrasi, peneliti diperkenankan untuk melakukan observasi dan tanya jawab 
biasa dalam pelayanan di Mal Pelayanan Publik, namun untuk wawancara perlu 
proses karena pada saat itu surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Pemerintahan Kota Bekasi. Setelah melakukan observasi dan 
mendapakan izin kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wahyu 
Dwi Putra S.E, selaku staf pelaksanaan dan koordinator pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi. Setelah data dan informasi terkumpul melalui observasi dan 
wawancara untuk melengkapi data peneliti melakukan wawancara kepada 





dipilih secara acak yang memang berkenan untuk diwawancarai. Penelitian 
observasi dilakukan selama 1 bulan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di 
Mal Pelayanan Publik. 
 Adapun penyajian data yang dipaparkan merujuk pada rumusan masalah 
yang ada yaitu: 
1. Peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi 
2. Faktor penghambat DPM-PTSP dalam kerja sama pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi 
IV.2.1 Peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada Mal Pelayanan 
 Publik Kota Bekasi 
 Kemitraan adalah bahwa kemitraan itu melibatkan setidaknya dua 
organisasi dengan beberapa kepentingan bersama atau saling ketergantungan. 
Kemitraan dengan demikian merupakan pengaturan kerja bersama yang 
memerlukan tingkat otonomi tertentu untuk menentukan atau melaksanakan suatu 
program. Pengaturan melibatkan tingkat kepercayaan, kesetaraan, timbal balik dan 
juga komitmen. Ciri-ciri utama dari kemitraan adalah kurangnya hierarki dan 
kurangnya keterpaduan. 
Maka, pelaksanaan dalam Mal Pelayanan Publik bisa terjalin bersama 
dengan kerja sama yang melibatkan pemangku kepentingan baik pemerintah 
maupun pihak swasta dan juga masyarakat yang saling bekerja sama dengan 
berorientasi kepada konsensus yaitu kesejahteraan masyarakat. Peran DPM-PTSP 





intansi yang ingin bekerja sama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Dalam penentuan hal itu adanya variabel yang memang menjadi bahan analisis pada 
proses kerja sama dalam one stop service. Hal ini sebagaimana yang diutarakan 
oleh Rainey (1990) Model FISU membayangkan unit layanan kecil, tetapi lengkap, 
yang menghasilkan aturan, prosedur, kebijakan, atau layanan lengkap untuk klien. 
Model FISU harus mencapai produktifdan relatif kecil. Model Rainey menarik 
perhatian pada proses kerja sebagai dimensi penting dari one stop service. 
1. Task Portofolio 
 Pada variabel ini, menjelaskan bagaimana keluasan dan kedalaman dalam 
menangani masalah. Maksud keluasan dalam konteks ini mengacu pada bidang 
kebijakan. Kedalaman dalam konteks ini mengacu pada proses kerja. Pada 
kebijakan kerja sama sendiri pihak DPM-PTSP Kota Bekasi selaku penanggung 
jawab dan koordinator mengedepankan visi dan misi yang disalurkan melalui 
Peraturan WaliKota Bekasi No.101 tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi. Adapun maksud dan tujuan yang terdapat pada Bab II, yaitu: 
1. Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanana publik menjadi semakin 
cepat, mudah, dan transparan. 
2. Tujuan pembentuknya Mal Pelayanan Publik adalah untuk: 
a. Mengintegrasikan berbagai layanan yang baik instansi untuk pusat 
dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama; 





c. Meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para 
penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan 
pengembangan layanan publik; 
d. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam 
memproses layanan pada satu lokasi gedung; 
e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan 
f. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pelayanan yang 
lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas 






      
Gambar 4.3: Peraturan Wali Kota Bekasi No. 101 tahun 2019 tentang Mal   
          Pelayanan Publik  
Sumber: Bidang Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
Dalam aspek kedalaman ini kegiatan dari pelaksanaan Mal Pelayanan Publik 
melihat dari proses kerja yang dilakukan oleh setiap yang terlibat dalam Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Hal yang diperhatikan seperti sistem kerja dalam 
pelaksanaan pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh 
Bapak Wahyu Dwi Putra S.E, selaku staf pelaksanaan dan koordinator pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi: 
“Untuk sistem kerja dalam Mal Pelayanan Publik sudah diatur dari DPM-
PTSP yang memiliki SOP dan teknisi yang ada, mulai jam kerja hingga 
tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sehingga para dinas atau instansi 
yang terlibat sudah harus mengetahui tentang peraturan yang ada. Namun 
untuk sistem administrasi dan layanan yang diberikan oleh setiap institusi 





sejauh ini untuk sistem kerja yang dijalankan sudah terorganisir dan berjalan 
dengan baik.” 
Dengan mengetahui wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu 
proses kerja yang terlibat pasti akan melalui perbedaan sistem dengan yang di 
kantor biasa karena aturan yang dipakai dalam teknis sudah dispekati semua yang 
terlibat dalam kerja sama mulai dari jam operasional, pakaian, teknis jaringan itu 
dipenuhi oleh penanggung jawab Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi yaitu DPM-
PTSP Kota Bekasi. Namun untuk layanan yang berhubungan dengan 
administrasinya akan diserahkan terhadap masing – masing institusi yang terlibat 
pada kegiatan dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Melanjutkan pada variabel ini, merujuk pada kompetensi yang ada dari para 
pegawai pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik akan menjamin pelayanan yang 
baik (prima) atau tidaknya sesuai kapabilitas pegawai. Hal ini disampaikan oleh 
Bapak Wahyu Dwi Putra S.E, selaku staf pelaksanaan dan koordinator pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi: 
“Karena sebelum mempekerjakan pegawai tim dari dinas merekrut orang – 
orang yang dinilai mampu menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. 
Diadaknnya rekruitmen dengan syarat – syarat tertentu dan dieliminasi 
untuk menerima kandidat pegawai yang mampu mencakupi apa yang 
dibutuhkan untuk proses pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Dalam hal ini 
sebelum ditugaskan pun pegawai yang terpilih harus mengikuti kegiatan 
pelatihan atau diklat yang memang disediakan pemerintah kota melalui 
DPM-PTSP untuk meningkatkan kompetensi pegawai terutama di bidang 
pelayanan publik, dan ini biasanya juga sering dilakukan secara rutin.” 
Pada pernyataan dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 





dibutuhkan, ditambah dengan pengadaan diklat pelatihan mampu meningkatkan 
kemampuan terutama pada pelaksanaan pelayanan publik. Dengan adanya 
rekuitmen hingga pada diklat dapat menjamin pelaksanaan dari pelayanan terpadu 
satu pintu berjalan dengan baik. 
Dalam proses kerjanya perlu adanya keselarasan informasi kepada semua 
pihak yang terlibat. Koordinasi yang dilakukan dalam penyamaan informasi 
terutama pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik seperti melalui sebuah grup atau 
menggunakkan pilihan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyu Dwi Putra 
S.E, selaku staf pelaksanaan dan koordinator pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi:  
“Sistem koordinasi untuk tingkat pimpinan itu pasti ada. Seperti di tingkatan 
pimpinan kita ada rapat evaluasi, rapat koordinasi biasanya dilakukan 
sebulan bisa 2-3 kali. Kalau ditingkat pegawai paling hanya berkoordinasi 
mengenai jam kerja, informasi – informasi yang langsung berhubungan 
dengan Mal Pelayanan Publik. Kalau visi ke depan dan lain –lainnya ke 
tingkat pimpinan, kalau di tingkat pegawai biasanya penyebaran informasi 
untuk keselarasan informasi melalui grup WhatsApp.”  
Pada wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pada portofolio tugas 
dalam kontek proses kerja perlu dan harus bisa melakukan keselarasan informasi 
yang terlibat pada pelakasanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi sehingga 
menciptakan integritas pada proses kerja sama. Sehingga setiap informasi yang ada 
dan ingin disampaikan dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dapat terjalin 
dengan baik dan terpantau sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya koordinasi 
baik dari pimpinan maupun staf kepegawaian segala informasi dapat tersampaikan 





pihak internal (pimpinan dan pegawai) serta pihak eksternal (masyarakat) tidak 
menciptakan mis-informasi terhadap pemberitahuan. 
Hal lain dalam pembenahan untuk sistem pendukung demi kelancaran kerja 
sama yang menjadi bagian mengelola permasalahan publik. Tantangan yang dapat 
menjadikan hambatan atau inovasi bagi perkembangan dalam pelayanan publik 
menjadi aspek yang diperhatikan dalam kolaborasi pemerintahan. Pembenahan 
dalam mendorong dari sistem yang dihadapi, sebelumnya peneliti mengambil 
informasi dan membandingkan data yang diperoleh dari Google mengenai rating 
MPP dari ulasan di Google rating yang diperoleh  Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi 4,1 dan mengambil data bahwa adanya keluhan yang terjadi karena antrian, 
maupun sistem yang kurang dipahami masyarakat (informasi). Adapun cara 
teknisnya dalam mengatasi hal tersebut perlu diperhatikan. Jawaban dari keluhan 
dari kejadian tersebut disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku 
Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang 
mengungkapkan: 
“Kalau memang misalnya ada komplain atau masukan terkait dengan pelayanan 
di Mal Pelayanan Publik itu dulu memang sebelumnya kan Mal Pelayanan 
Publik kita dulu sebelumnya di Bekasi Junction karena ada satu dan lain hal kita 
sudah evaluasi sampe proses ketiga kita evaluasi tidak ada perbaikan terkait 
dengan sarana dan prasarana karena tujuan utama Mal Pelayanan Publik itu 
memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat yang ingin melakukan 
pelayanan terutama di sarana dan prasarana itu harus nyaman kan, makanya kita 
pindah ke BTC Mall. Nah, posisinya waktu di Bekasi Junction sempat terjadi 





kami memang sempat dibully dan lain hal itu terjadi. Belajar dari kondisi seperti 
itu, kita buat yang namanya antrian online namaya SIMPEL ANTRI (Sistem 
Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi) namanya. Simpel Antri itu semua 
pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik itu haris mendaftarkan secara 
online. Nah, contoh seperti SIM, SIM itu sendiri nanti pemohon bisa 
menentukan sendiri harinya, jamnya itu bisa menentukan sendiri, dan disitu 
dilihat masa habisnya dia juga harus diperhatikan disitu. Jadi di Mal Pelayanan 
Publik untuk SIM itu hanya perpanjang bukan pembuatan baru, jadi warga 
masyarakat sekarang kalau mau melakukan pendaftaran di Mal Pelayanan 
Publik itu masuknya ke Simpel Antri milik Mal Pelayanan Publik jadi dia bisa 
menentukan sendiri waktunya jam berpaa, harinya hari apa, apabila hari dan 
waktu itu sudah full booking itu otomatis ngelock dan ia harus pilih yang lain, 
jadi tidak bisa lagi datang dan langsung minta dilayani, jadi sudah ada 
antriannya. Awal – awal memang ada kendala transisi yang awalnya datang 
langsung dilayani sekarang harus daftar Simpel Antri online, dengan kendala 
bilangnya ga punya handphone ataupun gaptek kasarnya itu awal awal kendala, 
namun semakin ke sini semua sudah kondusif. Awal – awal kita memang agak 
berat memang masyarakat Indonesia ya maunya cepat, datang langsung 
dilayani. Tapi semakin ke sini semua berjalan lancar tapi kami juga punya loket 
disabilitas khusus untuk penyandang cacat, berkebutuhan khusus dan juga loket 
ibu hamil khusus itu kita punya loketnya, walaupun dia tidak daftar secara 
online nanti kita bantu untuk daftar secara one the spot ada petugas kami yang 
namanya WRC yang nanti akan membantu kita siapkan loket sendiri, tempat 





memang sudah disiapkan nanti petugas kita yang datang memberikan pelayanan 
butuhnya apa, nanti pemohon yang berkebutuhan khusus tersebut duduk manis 
saja, jadi yang keliling berjalan dari petugas saja.” 
 Merujuk pada pernyataan tersebut dalam pada proses kerja akan pelayanan 
yang diberikan melalui kerja sama tidak serta merta juga terhindar dari hal yang tak 
terduga baik itu keluhan dari masyarakat yang menerima layanan. Komplain 
ataupun masukan sering ditemukan. Dalam keadaan keluhan tersebut harus adanya 
tindakkan untuk memperbaiki tentunya. Dengan adanya masukkan ataupun keluhan 
membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Transisi yang dari sistem antrian yang dicontohkan 
menjadi berbasis online pastinya akan lebih terpantau serta penambahan fasilitas 
terhadap masyarakat yang disabilitas ataupun ibu hamil diperbaiki dan menjadi 
poin penting dalam perubahan. Meskipun adanya perubahan tersebut tidak mudah 
dan cepat masih ditemukan kendala akan pengetahuan menggunakan smartphone 
ataupun tidak punya handphone itu menjadi keluhan baru bagi transisi yang ada 
dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Walaupun seperti itu, lambat laun 
masyarakat mulai beradaptasi dengan pelayanan yang berbasis online terutama 
pada sistem antrian online karena lebih praktis dan jika ada kendala maka petugas 
Mal Pelayanan Publik siap membantu proses layanan di Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi. 
2. Participant Structure 
 Struktur partisipan memungkinkan sederhana atau kompleks, termasuk 
sedikit atau banyak mitra yang terlibat. Dan itu mengarah ke cara kedua untuk 





atau lebih tingkat pemerintahan: nasional, regional dan lokal, dan bahkan 
internasional. Ketiga, jenis organisasi yang terlibat dapat bervariasi. Perusahaan 
dan organisasi sukarela juga dapat menjadi mitra di instansi serba ada. Struktur 
kolaboratif seperti itu, seperti kemitraan publik-swasta (KPS).  
Sesuai dengan data yang dikumpulkan dan merujuk pada Perjanjian Kerja Sama 
terdapat 20 instansi yang terlibat dalam kemitraan, diantaranya: 
Tabel 4.3: Mitra Kerja Sama Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
No Mitra Kerja Sama Jenis Layanan 
1 Kantor Wilayah DJP 
Jawa Barat III 
1. Pendaftaran NPWP Orang Pribadi; 
2. Konsultasi Perpajakan; 
3. Cetak Ulang Kartu NPWP; 
4. Aktifasi EFIN; 
5. Pembuatan kode billing tanpa akun; 
6. Informasi Konfirmasi Status Wajib 
Pajak (KSWP); dan 
7. Asisten Layanan Mandiri. 
2 Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Tipe 
Madya Pebean A 
Bekasi 
1. Layana, Informasi Kepabeanan dan 
Cukai; 
2. Layanan Perizinan Registrasi Nomor 
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 
(NPPBKC); 
3. Layanan Aktivasi Modul 
Pemberitahuan Barang Impor (PIB)/ 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 
dan 
4. Layanan Perizinan Fasilitas 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 
(KITE) untuk Industri Kecil 
Menengah (IKM). 
3 Kantor Imigrasi Kelas 
II Non TPI Bekasi 
1. Pelayanan permohonan paspor baru; 
dan 
2. Pelayanan permhonan paspor 
penggantian habis berlaku. 
4 Kantor Kementrian 
Agama Kota Bekasi  





5 Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Jawa Barat 
1. Pelayanan OSS/Simpatik; 
2. Marketing Promosi Investasi; dan 
3. Konsultasi Penyusunan Kewajiban 
LKPM. 
6 Kejaksaan Negeri 
Kota Bekasi 
1. Konsultasi Hukum; dan 
2. Pelayanan Tilang. 
7 Polres Metro Bekasi 
Kota 
1. STLK; 
2. SKCK Perpanjang; 
3. SKCK Baru; 
4. Perpanjangan SIM; 
5. Konsultasi Hukum; dan  
6. Konsultasi Narkoba. 
8 Kantor Pertahanan 
Kota Bekasi  
1. Informasi Pendaftaran Sertifikat 
Pertama Kali; 
2. Peningkatan Hak; dan 
3. Roya (Penghapusan Hak 
Tanggungan) 
9 Badan Pendapatan 
Daerah Kota Bekasi 
1. Salinan SPPT PBB; 
2. Buka Blokir; 
3. Pembentukan SPPT PBB yang tidak 
merubah ketetapan; 
4. Mutasi Habis SPPT PBB yang tidak 
merubah ketetapan; 
5. Print Out Tunggakan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB); dan 
6. Konsultasi dan Informas Pajak dan 
Retribusi Daerah. 
10 Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota 
Bekasi 
1. Informasi, Pengaduan, dan Layanan; 
2. Pencetakan KTP-EL rusak dan hilang; 
3. Penerbitan Kartu Keluarga rusak dan 
hilang; 
4. Pencetakan KTP-EL dengan status 
perubahan data karena pindah datang 
luar provinsi Jawa Barat; 
5. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat 
(diatas 60 hari); 
6. SKPWNI keluar Provinsi Jawa Barat; 
7. SKDWNI dari luar Provinsi Jawa 
Barat; dan 






11 Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bekasi 
1. Pembuatan Kartu AK.I; dan 
2. Perpanjang Kartu AK.I 
12 Dinas Kesehatan Kota 
Bekasi 
1. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan; 
2. Surat Izin Apotek; 
3. Surat Izin Klinik; 
4. Toko Alat Kesehatan 
5. Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga; 
6. Pangan Industri Rumah Tangga; dan 
7. Usaha Mikro Obat Tradisional 
13 PT. TASPEN 
(Persero) Kantor 
Cabang Bekasi 
1. Pemberian Informasi Ketaspenana; 
2. Pelayanan Klim; 
3. Pelayanan Non Klim; 
4. Pelaksanaan enrollment dan/atau 
bantuan otentikasi Peserta; dan 




Cabang Bekasi Kota 
1. Penjelasan Informasi dan Sosialisasi 
Program BPJS Ketenagakerjaan,; dan 
2. Pendaftaran Kepesertaan Program 
BPJS Ketenagakerjaan. 
15 PT. Telkom Indonesia 
Witel Bekasi 
1. Loket Pembayarana jasa 
Telekomunikasi 
16 Kantor Pos Indonesia 1. Pelayanan Postal; 
2. Pelayanan Payment Point PosPay; 
3. Pelayanan Remittance; dan 
4. Pelayanan penyediaan Materai 
17 Bank BRI Kantor 
Cabang Bekasi 
1. Layanan PNBP; dan 
2. Layanan Informasi Perbankan. 
18 Bank Negara 
Indonesia (BNI) 46 
Kota Bekasi 
1. Layanan Informasi perbankan; dan  
2. Pembentukan Rekening Virtual. 
19 Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat 
Banten Kota Bekasi 
1. Informasi 
2. Pembayaran Pajak Daerah; dan  
3. Pajak MPN 
20 PDAM Tirta Patriot 
Kota Bekasi 
1. Pembayaran pendaftaran; dan 
2. Pengaduan 
Sumber: Perjanjian Kerja Sama DPM-PTSP Kota Bekasi dan Mitra Kerja Sama 






 Data yang diperoleh berdasarkan kerja sama yang dijalankan dalam Mal 
Pelayanan Publik. DPM-PTSP selaku penanggung jawab membentuk 
Perjanjian Kerja Sama sebagai upaya kedudukan dalam kemitraan yang 
dijalankan dengan para instansi sesuai dengan fungsinya. Adapun isi dari 
Perjanjian Kerja Sama yang disepakati, di dalamnya terdapat hal - hal seperti: 
1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, perlu disediakan 
perluasan dan kemudahan akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik; 
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pelayanan publik 
memiliki tugas dan dan wewenang memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sesuai 
kewenangannya, yang melaksanakan pelayanan publik di Wilayah Kota 
Bekasi. 
4. PARA PIHAK memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan 
pelayanan publik yang berkomitmen mempermudah layanan kepada 








Gambar 4.4: Perjanjian Kerja Sama anatara DPM-PTSP Kota Bekasi dan Mitra    
          Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Punlik di Kota Bekasi 






 Hal tersebut disetujui sebagai bentuk awal dala menjalin kerjasama yang 
memfokuskan pada peningkatan pelayanan agar lebih cepat dan mudah. Adapun 
sikap pemimpin dalam menggerakan bawahan ataupun institusi yang terlibat agar 
pelayanan tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan yang 
menciptakan budaya kerja yang baik, selaras, dan terintegrasi. Hal ini disampaikan 
pula oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang Data Administrasi, 
Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang mengungkapkan: 
“Kebutulan kita untuk Dinas ataupun instansi yang ada di Mal Pelayanan 
Publik kita ada yang namanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) ada MOU nya 
dengan dinas – dinas tersebut ditandatangan kedua belah pihak. Kita juga 
tata tertibnya ada terkait dengan jenis layanan mereka itu ada tercantum 
dalam PKS terus jam pelayanannya itu kita ada di tata tertibnya dari jam 
berapa sampe jam berapa terkait dengan waktu pelayanannya. Jadi kita juga 
ada evaluasi juga, jadi apabila ada instansi yang memang saat itu tidak 
melakukan pelayanan kita mencari tahu kenapa kendalanya, kendalanya 
dimana seperti itu. Jadi, kalaupun memang berhalangan hadir atau tidak 
melakukan pelayanan itu harus jelas tidak bisa istilahnya tidak melakukan 
pelayanan tanpa alasan yang jelas, karena pada saat menandatangani PKS 
tujuan utamanya untuk pelayanan masyarakat kita mintanya maksimal.” 
Berdasarkan wawancara mengenai struktur partisipan, tentang kerjasama, serta 
jenis organisasi yang terlibat bervariasi itu didorong oleh usaha penanggung jawab 
pelayanan terpadu satu pintu. Peran pemimpin dalam menggerakkan bawahannya 
maupun institusi yang terlibat di dalam pelaksanaan kolaborasi pemerintahan 
didorong oleh perjanjian kerjasama yang telah ditentukan di awal dalam 
pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dengan adanya kejelasan 





mengontrol yang terjadi terhadap bawahan maupun dinas atau institusi yang terlibat 
di dalamnya sehingga apa yang ditentukan mengenai tujuan yang diselaraskan. 
3. Autonomy 
 Kolaborasi horizontal terstruktur memiliki dimensi vertikal: dalam hal ini 
meskipun tidak selalu sering namun ada kalanya tunduk pada kontrol dari atas. 
Namun, tingkat kontrol bervariasi, dengan beberapa kolaborasi lebih otonom 
daripada yang lain. Instrumen berbasis otoritas mencakup mandat hukum untuk 
berkolaborasi dan struktur akuntabilitas bersama dan konstitusi jaringan; instrumen 
berbasis informasi termasuk nasihat dan nasihat kepada badan-badan lokal; insentif 
mencakup hibah pemerintah yang menghargai kolaborasi dan langkah-langkah 
peningkatan kapasitas. Kehadiran instrumen kebijakan vertikal seperti itu dalam 
konteks instansi serba ada menandakan tingkat kontrol eksternal, dan penggunaan 
instrumen otoritatif menunjukkan lebih besar. 
Otonomi yang digunakan dalam menjalakan kerja sama dari informasi yang 
peroleh bahwa yang disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala 
Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang 
mengungkapkan terkait hal tersebut: 
“Kalau untuk budaya kerja, namanya dinas atau instansi yang berbeda 
otomatis punya aturan, punya cara masing – masing yang belum tentu sama 
seperti itu yang kita harus baik belum tentu sama. Jadi bagaimana cara kita 
menghilangkan hambatan itu kita kan buat aturan, aturan yang saya bilang 
tadi seperti aturan jam kerjanya, aturan pakaiannya, aturanya seperti apa itu 
Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa atasi dan kita juga sampaikan 
seluruh informasi itu kita tidak lagi memperbolehkan pakai standing 





bentuknya digital. Dan kebutulan kita juga di Mal Pelayanan Publik juga 
kita ada upaya untuk meningkatkan UMKM, meningkatkan investasi 
makanya di Mal Pelayanan Publik kita siapkan yang namanya lounges 
investasi dan gerai UMKM. Untuk gerai UMKM yang di kita saat ini adalah 
khas Bekasi yaitu batik khas Bekasi ornamennya juga kita banyak memakai 
khas Bekasi terutama batik Kota Bekasi.” 
Melihat pernyataan yang ada mengenai aturan, setiap institusi yang terlibat 
memiliki aturan ataupun cara dalam menjalankan perkejaannya. Untuk 
menghilangkan hambatan terkait terkait mandat dan struktur kerja yang berbeda, 
maka DPM-PTSP Kota Bekasi selaku penanggung jawab membuat SOP terkait Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi itu sendiri yang memang sudah disetujui dan 
dipatuhi oleh para pekerja. SOP yang berhubungan tata cara kerjanya baik jam 
operasianal, cara berpakaian, serta aturan kerja yang bersifat kesatuan akan tujuan 










Gambar 4.5: Standar Opersional Proserdur pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 
 
 Adapun pegendali akan jalannya Mal Pelayanan Publik melalui aturan yang 
ada diharapkan sebagai penanggung jawab akan jalannya pelayanan baik dalam 
administrasi, informasi dan pengaduan dapat menyelesaikan masalah yang 





yang disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang Data 
Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan mengenai hal tersebut adalah: 
“Kalau untuk Mal Pelayanan Publik ini, kita tim ya, kita tidak bekerja 
sendiri, kita teamwork  di atas saya ada pak Sekertaris Dinas, di atas 
Sekertaris Dinas ada bapak Kepala Dinas, dan juga diatasnya ada Wali Kota. 
Komitmen bapak Wali Kota itu terhadap pelayanan publik di Kota Bekasi 
sangat luar biasa, pak Wali Kota tetap mengedepankan pelayanan yang 
terbaik bagi warga masyarakat Kota Bekasi. Seiring dengan itu kita juga 
kan Mal Pelayanan Publik masuk ke dalam visi misi Kota Bekasi program 
yang ke enam itu masuk ke dalam pelayanan publik yang indikatornya itu 
adalan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jadi kita masuk ke misi 3 Kota Bekasi 
program ke tiga juga Kota Bekasi. Jadi memang benar – benar lebih kepada 
pelayanan publik yang prima, jadi kita kerja tim, saya sendiri sebagai 
Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan 
yang dimana struktur berjenjang sehingga kita tidak kerja sendiri tetapi kita 
kerja tim seperti itu yang saling membantu ada permasalahan kita selesaikan 
bersama – sama. Alhamdulillah sampai saat ini setiap permasalahan yang 
ada kita bisa selesaikan secara bersama – sama jadi tidak hanya karena 
hanya saya, tidak bukan karena saya, tapi kita kerja tim satu DPM-PTSP 
terutama se-Kota Bekasi, yang mempunyai peran penting itu bapak Wali 
kota dan bapak Kepala Dinas.” 
 Dalam wawancara tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi pemerintah 
(DPM-PTSP Kota Bekasi) dalam mengontrol hingga mengkoordinasi jalannya 
pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi didasarkan pada kerja sama tim 
yang saling berhubungan satu sama lain. Dimana bermula dari komitemen Wali 
Kota yang dituangkan dalam visi dan misi Kota Bekasi dan disalurkan kepada 
DPM-PTSP Kota Bekasi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penanganan 





hanya individual saja, tetapi ada struktur yang jelas dan peran dari masing – masing 
dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
 Sebuah kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu 
dengan usaha dan kapasitas satu pihak dengan demikian akan menciptakan 
hubungan yang saling ketergantungan. Melalui aspek ini hubungan yang saling 
ketergantungan memang menjadi dasar dalam kemitraan. Adanya kerja sama yang 
ditawarkan melancarkan jalannya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik. Hal ini 
ditujukan dalam keterlibatan setiap institusi dalam mengemban akuntabilitasnya 
terhadap pelayanan yang dijalankan. Pernyataan mengenai ini disampaikan oleh Ibu 
Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi 
Informasi, dan Pengaduan yang mengungkapkan: 
“Ya, kalau untuk akuntabilitasnya mereka-kan punya SOP nya sendiri, 
punya aturan sendiri itu tetap mereka terapkan, misalnya aturan mereka 
mengurus satu dan lain hal aturannya seperti ini kondisinya harus seperti 
ini, itu tetap sesuai SOP mereka masing – masing. Jadi dinas atau tenant 
yang memang mengisi layanan publik di Mal Pelayanan Publik aturan 
persyaratan dan lain – lainnya itu tetap mengikuti aturan mereka. Misalnya, 
untuk persyaratan administrasinya tetap aturan mereka.” 
Menjalankan akuntabilitas dalam hubungan yang berkaitan dalam kerja 
sama memang dibutuhkan agar batas – batas yang ada dalam menjalankan 
pelayanan dari setiap institusi yang terlibat dapat melaksanakan sesuai pedoman 
yang seharusnya dijalankan. Untuk aturan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
sendiri memang terdapat SOP terhadap pegawai yang memang mengontrol bahkan 
sebagai pelaksana di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, tetapi untuk setiap institusi 
yang menjalin kerja sama tetap memakai aturan yang terdapat pada institusi yang 





Merujuk pada hubungan yang saling berkaitan dengan melihat aspek 
akuntabilitas dalam melaksanakan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi yang perlu 
adanya evaluasi mengenai akuntabilitas setiap institusi yang terlibat akan melapor 
juga kepada penanggung jawab Mal Pelayanan Publik yaitu DPM-PTSP Kota 
Bekasi. Pernyataan mengenai ini disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, 
selaku Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan 
yang mengungkapkan: 
“Kita evaluasinya itu terkait dengan pelayanannya saja, apabila pelayanan 
ada terkendala, ada ketidakhadiran atau apapun itu baru kita yang 
mengevaluasi. Tapi terkait dengan jenis layanannya itu menjadi 
kewenangan mereka, tapi apabila ada ketidakpuasan atau komplain itu baru 
kita evalusi, kenapa bisa sampai seperti itu. Tapi sampai saat ini 
Alhamdulillah belum ada terjadi komplain yang memang mengecewakan 
sampai saat ini, masyarakat masih memberikan apresiasi bahwasannya 
pelayanan di Mal Pelayanan Publik itu nyama, mudah, cepat seperti itu. 
Karena memang kita memberikan yang terbaik dalam hal fasilitas sarana 
dan prasarana juga.” 
Dalam evaluasi akan melibatkan akuntabilitas, karena adanya kerja sama 
antar institusi, maka itu hanya terkait dengan pertanggung jawaban institusi yang 
terlibat dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebab setiap 
institusi mempunyai SOP dan pertanggung jawabannya masing – masing kepada 
atasannya. Namun untuk akuntabilitas pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi dilihat dari kendala, ketidakhadiran, komplain, ataupun ketidakpuasan 
masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, sehinggal hal tersebut yang 
nantinya dievaluasi oleh tim dari Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 





 Prinsip umum dari one stop service adalah bahwa mereka membawa 
koordinasi kebijakan ke tingkat warga. Dalam pengertian ini one stop service dapat 
dikatakan diorganisir di sekitar 'orang', berbeda dari tempat, proses atau tujuan 
(Gulick 1937). One stop service yang beroperasi sebagai bangunan fisik dengan 
layanan lokasi bersama dan terletak di lingkungan dan lokalitas warga sendiri, 
sering kali hanya beberapa jalan dari rumah mereka akan mempermudah akses 
layanan.  
Dari data yang diperoleh bahwa dalam penetapan lokasi sesuia dengan Peraturan 
Wali Kota Bekasi Nomor 101 tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik. Pada Bab 
IV mengenai Pembentukan, yaitu: 
1. Lokasi MPP terletak di Bekasi Trade Center Jalan HM Joyomartono – 
Bulak Kapal Bekasi 
2. Lokasi Gerai Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2), 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 
 Merujuk pada informasi yang didapatkan lokasi yang dipilih dianggap 
strategis sebab lokasi bisa diakses oleh beberapa kecamatan dan dilalui oleh moda 
transportasi umum. Jarak yang ditempuh masyarakat ke Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi terjangkau terutama beberapa kecamatan. 
Pada proses pengenalan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi merupakan bagian penting. Bagian promosi terutama 
pada pelaksanaan awal sangat diperhatikan karena untuk memberitahu masyarakat 
bahwa pemerintah membentuk layanan yang mudah, cepat, dan efektif pada proses 
pelayanan. Tidak mudah untuk membuat masyarakat mengetahuinya dan juga tidak 





Wahyu Dwi Putra S.E, selaku staf pelaksanaan dan koordinator pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi: 
“Awal untuk pengenalan dan pemberitahuan kita menggunakan pamflet, 
mengiklankan pada baliho, spanduk, dan juga melalui media internet seperti 
youtube, instagram, dan juga website resmi sehingga informasi mengenai 
Mal Pelayanan Publik diketahui oleh masyarakat. Dan melalui media 
tersebut sekarang masyarakat sudah mengetahui Mal Pelyanan Publik.” 
Pernyataan wawancara di atas, melihat pembentukan kolaborasi melalui 
proses tim yang memungkinkan adanya pekerjaan mandiri. Hal in menjadi penting 
mengingat bahwa tidak semua masyarakat menegtahui Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi dan juga fasilitas yang diberikan. Proses promosi yang merupakan salah satu 
media informasi untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan 
sehingga terjaring satu sama lain dapat diketahui oleh masyarakat yang membang 
membutuhkan layanan yang prima.  






Gambar 4.6: Media Penyebaran Informasi dan Promosi (youtube, instagram, dan          
          website resmi Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi) 
Sumber : Youtube, Instagram, dan website mpp.bekasikota.go.id (diambil oleh   
     penulis) 
 
 Melihat keberadaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dianggap mampu 
memberikan perbaikan kualitas pada pelayanan publik. Setelah melalkukan 
berbagai perubahan  maka adanya peran pemerintah yang sebagai koordinator 
terutama kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting. Ibu Tati Hartati, S.STP, 
M.M, selaku Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan 
Pengaduan menambahkan juga: 
“Iya, jadi kalaupun ada keluhan, ada masukkan, sumbang saran kami tidak 
menutup. Kami yang namanya pelayan publik, pelayan masyarakat kami tetap 
membuka sumbang saran masukkan dari warga masyarakat yang memang 
tujuannya sama – sama untuk perbaikan. Jadi ada saran dan masukkan itu kita 
terus belajar dan memperbaiki kekurangan yang kita punya.” 
Sehingga pada variabel ini yang meliputi informasi yang dapat terjalin dengan 
baik kepada masyarakat. Dibantu dengan koordinasi pemerintah kepada institusi 
yang terlibat akan informasi layanan yang akan disampaikan kepada masyarakat, 





penggunaan layanan dan mengetahui informasi maupun layanan yang ada harus 
selaras terutama dalam penggunaan teknologi seperti melalui digital saat ini. 
 
Persepsi masyarakat mengenai Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, menurut 
Parasuraman, dkk (1996) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang pemisah yang 
menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 
1. Ketidaktahuan akan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Pada aspek ini 
melihat respon dari para penggunna layanan seperti 
a. Masyarakat 1 (Ibu Weni, 56 tahun): mengurus Kartu Keluarga di gerai 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menegtahui Mal Pelayanan 
Publik dari media elektronik. 
b. Mayarakat 2 (Ibu Ita, 35 tahun): mengurus E-KTP di gerai Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, menegtahui Mal Pelayanan Publik 
dari suami. 
c. Masyarakat 3 (Anissa Syafitri, 23 tahun): mengurus surat keterangan 
pindah di gerai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menegtahui Mal 
Pelayanan Publik dari pamphlet yang dipajang. 
2. Standar kualitas layanan yang salah 
a. Masyarakat 1(Ibu Weni, 56 tahun): Pelayanan yang diberikan sudah baik, 
cepat dan tanggap. 
b. Mayarakat 2 (Ibu Ita, 35 tahun): Pelayanan lumayan bagus, penataan 





c. Masyarakat 3 (Anissa Syafitri, 23 tahun): Pelayanannya lumayan bagus, 
dan juga lebih cepat 
3. Gap performansi layanan 
a. Masyarakat 1(Ibu Weni, 56 tahun): kinerja yang diberikan baik. 
b. Mayarakat 2 (Ibu Ita, 35 tahun): kinerja yang diberikan baik, cepat dan 
sesuai prosedur. 
c. Masyarakat 3 (Anissa Syafitri, 23 tahun): Semua layanan sudah ada di 
sini jadi lebih mudah, penjelasan pelayanan juga diberikan dengan baik. 
4. Etika janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
a. Masyarakat 1 (Ibu Weni, 56 tahun): yang diberikan sudah sesuai, namun 
saran yang diberikan adalah ditingkankan lagi fasilitas yang ada, lokasi 
juga sebaiknya yang dekat sehingga tidak perlu jauh dalam mengurus 
kebutuhan, terutama untuk orang tua (lanjut usia) 
b. Mayarakat 2 (Ibu Ita, 35 tahun): Pelayanan yang diberikan sudah baik, 
pegawai yang bekerja ramah, dan bila ada kendala dibantu oleh 
pegawainya. 
c. Masyarakat 3 (Anissa Syafitri, 23 tahun): Pelayanan yang diberikan 
sudah baik sesuai ketentuan, namun untuk sosialisasi dalam persuratan 
terkdang berdea dengan kelurahan dan kecamatan sehingga ada gap 







Gambar 4.7: Data Pengaduan 
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota         
       Bekasi 
 
5. Instrument 
 Dalam variabel ini mengklasifikasikan ini sebagai 'instrumen horizontal'. 
Instrumen horizontal adalah perangkat manajemen untuk meningkatkan koordinasi 
antara organisasi yang terpisah atau dalam organisasi yang kompleks. Akibatnya, 





 Dalam hal seperti mengontrol, mengkoordinasi pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi terhadap institusi yang bekerja sama sehingga menghasilkan 
pelayanan yang baik, karena dalam pelayanan publik sering terjadi maladministrasi, 
calo, nepotisme. Pernyataan dari situasi tersebut disampaikan pula oleh Ibu Tati 
Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi 
Informasi, dan Pengaduan yang mengungkapkan: 
“Kalau di Mal Pelayanan Publik sendiri Insya Allah tidak ada calo, karena 
kita itu yang datang masih pemohonnya langsung seperti contoh SIM, SIM 
itu harus yang bersangkutan yang hadir dan kita menggunakan sistem 
antriannya itu online, jadi tidak bisa orang datang orang itu langsung bayar 
jadi harus ada antrian online, contoh SIM, SIM itu kita untuk daftar hari ini 
itu biasa bisa sampai seminggu yang lalu Ia udah daftar, jadi tidak bisa 
datang langsung dilayani tanpa daftar secara online. Jadi daftarnya juga 
pake e-mail, pada saat masuk juga membawa SIM aslinya dan KTP aslinya, 
jadi itu menghindari adanya calo seperti itu.” 
Dengan adanya pernyataan tersebut hal terkait Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi yang memang berbasis online, serta beberapa pelayanan yang memang 
mewajibkan pemohon yang meminta layanan harus sesuai dengan prosedur yang 
ada. Sehingga masalah yang terjadi dalam pelayanan publik seperti 
maladministrasi, calo, nepotisme, dan juga korupsi bisa terhindarkan bahkan tidak 
terjadi di dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Terkait dengan proses koordinasi dalam menjembatani instansi mengenai 
kemitraan diawal saat mengenai masalah sumber daya atau institusional sehingga 
pemimpin melibatkan setiap pemangku kepentingan institusi yang berbeda dengan 
ikut mengajak bergabung ke dalam struktur PTSP untuk ikut serta dalam proses 





Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang 
mengungkapkan: 
“Untuk menggabungkan antara instansi di luar pemerintah terutama di luar 
DPM-PTSP itu tadi kita melakukan komunikasi aktif, komunikasi yang intens, 
komunikasi yang baik dengan dinas - dinas atau instansi lain terkait dengan 
upaya melakukan pelyanan publik yang terbaik untuk warga masyrakat Kota 
Bekasi. Kita punya nih yang namanya Mal Pelayanan Publik, ayo kita sama – 
sama bergabung untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga 
masyarakat Kota Bekasi. Tidak hanya secara beginning position ya, tidak hanya 
secara komunikasi yang baik tetapi kita ikat tadi itu, yang kita ikat dalam 
perjanjian kerjasama dengan dinas dan instansi yang memang mengisi tenant 
atau gerai di Mal Pelayanan Publik tersebut.” 
Pelaksanaan kolaborasi pemerintahan terkait pelayanan terpadu satu pintu pada 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi tidak terlepas akan kerja sama antar dinas dan 
institusi yang memang dibutuhkan masyarakat. Mal Pelayanan Publik yang 
merupakan gagasan dalam perubahan pelayanan publik ke arah yang praktis 
membutuhkan sumber daya yaitu kerja sama antar dinas maupun institusi untuk 
mengisi gerai yang sudah disediakan. Oleh karena itu, pihak DPM-PTSP Kota 
Bekasi selaku penanggung jawab jalannya Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
mendorong untuk institusi yang ingin melakukan pelayanan publik terbaik melalui 
komunikasi aktif, komunikasi yang intens, komunikasi yang baik. Tidak hanya 
diawal saja mengenai posisi dan melakukan komunikasi dengan mengajak yang 
baik tetapi dengan mengintegrasikan tujuan pembentukan Mal Pelayanan Publik, 
serta visi dan misi Kota Bekasi. Hal tersebut nantinya tertuang dalam ikatan 
perjanjian kerjasama dengan institusi yang memang mengisi tenant atau gerai di 





IV.2.2 Faktor Penghambat DPM-PTSP dalam kerja sama pada Mal    
 Pelayanan Publik Kota Bekasi 
 Pelaksanaan kerja sama terkadang ditemukan masalah atau hambatan dalam 
pelaksanaannya seperti: 
1. Faktor Sumber Daya  
 Terkait dengan faktor sumber daya biasanya dapat berupa anggaran, sumber 
daya manusia. Dalam sumber daya manusia, maka diperlukan beberapa prasayarat 
bagi para pelayan publik untuk memiliki ketrampilan dan kesediaan untuk masuk 
kedalam mitra secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. 
Sumber daya manusia bisa menjadi salah satu hambatan terutama 
perubahan yang dilakukan seperti ke arah digital, sumber daya manusia yang 
terlibat dapat berpengaruh terhadap kemampuan dalam menjalankan pelayanan dan 
juga kolaborasi dapat membuat adanya adanya gap atau rintangan pada 
pelaksanaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala 
Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang 
mengungkapkan terkait hal tersebut: 
“Kalau untuk budaya kerja yang tadinya biasa ke digital yang otomatis serba 
online diawal pasti ada kendala tapi sampai saat ini alhamdulillah kendala 
itu sudah bisa diselesaikan. Untuk tenaga IT nya sendiri di DPM-PTSP 
punya yang namanya tim IT, di sini juga ada tim OSS, jadi semuanya 
dibimbing untuk bisa melaksakan tugasnya masing – masing sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya, terkait dengan jaringannya di DPM-PTSP 
sendiri kita juga kan berkoordinasi dengan Diskominfostandi (Dinas 
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian)  terkait dengan 
penggunaan jaringan yang ada di  Mal Pelayanan Publik, jadi apabila ada 





Diskominfostandi (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian) 
Kota Bekasi mengenai hambatan jaringannya itu disampaikan.” 
 Dari wawancara tersebut perubahan yang dilakukan ke arah digital dalam 
pengaruhnya ke budaya kerja dapat dikendalikan. Karena DPM-PTSP Kota Bekasi 
memiliki tim yang dibagi sesuai dengan melihat kemampuan. Baik itu dari tim OSS 
(one stop service) dan tim IT (Informasi dan Teknologi) semua akan tugas pokok 
dan fungsinya. Seperti saat jaringan yang bermasalah tim IT bersama 
Diskominfostandi (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian) akan 
memperbaiki masalah tersebut. Jika ada kendala dalam pelaksanaan Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi maka pegawai terutama tim yang telah ditugaskan akan 
membenahi masalah yang terjadi. Karena dalam pelaksanaan sendiri pegawai yang 
terlibat sudah mengikuti diklat atau pelatihan yang dipelukan dalam pemberian 
layanan publik, sehingga rintangan ataupun gap karena perubahan ke arah digital 
sudah bisa diterima dan terbiasa oleh para pegawainya. 
 Hal lain yang dapat menjadi hambatan dalam kerja sama karena lingkungan. 
Mal Pelayanan Publik sendiri memiliki pembagian divisi, dengan adanya 
pembagian divisi dan penempatan pegawai dapat menjamin pelaksanaan dalam 
pelayanan berjalan baik ataupun tidak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, 
S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang  Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan 
Pengaduan yang mengungkapkan terkait hal tersebut: 
“Di Mal Pelayanan Publik itu tidak semua petugasnya itu dari instansi 
masing – masing, terkadang ada dinas atau instansi yang memang 
kekurangan tenaga misalnya di tenaga SIM, di tenaga SKCK, ada juga di 
tenaga imigrasi karena kekurangan pegawai itu mereka mengajukan 





tenaga FO kita di sana. Jadi ada penambahan bantuan tenaga untuk di 
masing – masing gerai yang memang kekurangan tenaga tetapi mengajukan 
permohonan untuk tenaga perbantuan dan tenaga kita seperti FO kita sudah 
melaksanakan yang namanya service excellent (diklat) mengenai hal 
pelayanan. Budaya kerja untuk FO kami memang sudah di diklatkan dan 
ada pin service excellent-nya, budaya kerja dari masing – masing dinas 
ataupun instansi yang mengisi di situ sampai saat ini semuanya berjalan 
baik.” 
 Pada pernyataan dari wawancara tersebut, pembagian divisi yang telah 
dilakukan dapat dipahmi bahwa divisi yang telah diatur sudah sesuai dengan 
kebutuhan untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Karena sumber 
daya manusia yang tersedia telah ditentukan dalam penempatan sesuai dengan 
kemampuan dan juga sering melakukan diklat untuk menjamin kualitas dari 
pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Dengan demikian, pembagian yang 
telah dijalankan serta pengembangan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Kota Bekasi 
dapat menjamin budaya kerja dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi berjalan 
dengan baik. 
 Untuk anggaran sendiri Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan biaya 
penyelenggaran Mal Pelayanan Publik dari APBD Kota Bekasi. 
2. Faktor Struktur Institusi 
 Terkait faktor struktur institusi, adanya kecenderungan institusi-institusi 
yang terlibat masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan 
demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal, tidak 





cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non-
pemerintah.  
Dengan kata lain, kerja sama yang cenderung memiliki sifat spontanitas 
yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak 
perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau 
sesuai standard operating procedure yang biasa terjadi dalam organisasi publik, 
tidak bisa menggantikan tujuan - tujuan yang ditentukan secara terpusat dan 
kebutuhan - kebutuhan negara demokratis pada umumnya.  
 Dalam hal ini struktuk jaringan organsasi yang terlibat baik DPM-PTSP dan 
institusi yang  terlibat dapat mempengaruhi jalannya keberhasilan dari pelayanan, 
seperti dari berbagai institusi – institusi dan Mal Pelayanan Publik punya struktur 
sendiri akan bisa saling memengaruhi. Mengenai hal tersebut disampaikan oleh Ibu 
Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang  Data Administrasi, Teknologi 
Informasi, dan Pengaduan yang mengungkapkan bahwa: 
“Kalau untuk mempengaruhi terkait karena kita berbeda instansi itu 
awalnya, lalu kita bisa melakukan pelayanan di satu tempat karena dengan 
tujuan yang sama, alhamdulillah karena adanya keinginan untuk melakukan 
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi yang diikat dengan 
perjanjian kerjasama itu jadi akhirnya sampai sekarang tidak ada kendala, 
masih bisa teratasi. Jadi itu fungsi evaluasi kita laksanakan apabila ada 
masalah ataupun sedikit yang tidak sesusai itu kita langsung laksanakan 
evaluasi masalahnya dimana tidak sampai berkembang ke yang lebih jauh, 
tetapi begitu ada kekurangann ataupun masalah kita langsung tutup dan 
mengadakan perbaikkan.” 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, memahami akan kendala 





instansi yang terlibat bergabung menjadi satu lingkup yang sama. Namun dengan 
melihat pernyataan yang ada, kendala awal yang bermula karena perbedaan 
pemahaman dapat disatukan dalam ikatan kerja sama karena tujuan yang ingin 
dicapai juga sepaham antar satu instansi dengan yang lain. Dengan demikian, 
seiring adanya proses evaluasi bersamaan pelaksanaan peraturan yang telah 
disepakati faktor seperti kecenderungan hirarki dan konflik antar kepentingan dapat 
terhindarkan. 
 Ada sebuah contoh dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, 
banyak institusi yang terlibat salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Bekasi, kemarin saat melakukan observasi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil yang di kantor dengan yang di Mal Pelayanan Publik tidak sebanding dengan 
yang di kantor Dinas, tidak ada integrasi atau koordinasi mengingat bahwa Mal 
Pelayanan Publik hadir untuk membantu layanan agar lebih efisien. Mengenai hal 
tersebut disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang  
Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan Pengaduan yang mengungkapkan 
bahwa: 
“Jenis layanan itukan berbeda - beda, mereka juga masih menggunakan 
aplikasi yang namnaya YA OPEN, di Mal Pelayanan Publik sendiri kita 
menyiapkan namanya mesin admin otomatis yang memang kita adakan 
untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena memang peminat 
terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil luar biasa. Jadi ada 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak ada di Mal 
Pelayanan Publik.” 
 Dari wawancara tersebut dikatakan bahwa jenis layanan yang ada di Mal 





Kota Bekasi mungkin ada beberapa yang berbeda, seperti yang dicontohkan bahwa 
penanganan pembuatan catatan sipil harus melalui Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil langsung tetapi untuk perubahan terkait catatan sipil masyarakat dapat 
diproses melalui Mal Pelayanan Publik. Dengan demikian, pengunjung yang hadir 
mungkin berbeda dengan kepentingan yang dibutuhkan, dan juga tingkat peminat 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai layananya juga sangat tinggi. 
3. Faktor Konflik Kepentingan 
 Terkait dengan faktor konflik kepentingan, kerja sama bisa terhambat 
karena konflik tujuan yang sering merepresentasikan sebagai tujuan masing - 
masing kelompok kepentingan. Dalam menyelesaikan masalah dalam 
berkolaborasi bila terjadi konflik internal atau antar pemangku kepentingan yang 
berbeda keinginan. Mengenai hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tati Hartati, 
S.STP, M.M, selaku Kepala Bidang Data Administrasi, Teknologi Informasi, dan 
Pengaduan yang mengungkapkan bahwa: 
“Kalau terjadi konflik atau permasalahan kita duduk bersama, kita evaluasi 
masalahnya dimana, akar dari permasalahnnya seperti apa karena tidak ada 
masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan 
keluarnya. Intinya bagaimana cara kita menyelesaikan permasalah itu 
dengan arif dan bijaksana tanpa merugikan satu pihak seperti itu. Kebutulan 
kita sudah punya ruang rapat juga di sana kita siapkan ruang rapat, kita 
siapkan penanggung jawab juga di sana. Jadi apabila ada kendala apa – apa 
dievaluasi bersama, dibahas duduk bersama, musyawarah bersama untuk 
mencari jalan tengahnya seperti apa.” 
 Dari hasil wawancara mengenai konflik yang mengarah pada antar 





masalah dengan musyawarah bersama, mengevaluasinya agar dapat mendapat jalan 
tengah atau jawaban untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, permasalahan 
yang akan dihadapi harus dilakukan dengan arif dan bijaksana tanpa merugikan satu 
pihak tertentu dengan kepentingan tertentu. Sehingga hal tersebut dapat 
diminimalisir. 
 
IV.3 Analisis Data dan Pembahasan 
 Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat data – data yang 
telah dikumpulkan selama penelitian baik observasi, wawancara, dan dokumentasi 
yang dimana sebagai bentuk proses dari langkah penelitian sesuai teori Creswell 
(2009) yang dimana metode analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan 
dengan proses pengumpulan data. Creswell (2009) menyajikan tahapan penelitian 
yang merupakan alur penelitian, peneliti harus menjalankan analisis data kualitatif 
sebagai suatu proses penerapan langkah - langkah dari yang spesifik hingga yang 
umum dengan berbagai level analisis yang berbeda seperti dengan mendeskripsikan 
tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif meliputi 
pembahasan tentang keterkaitan antar tema. Kemudian menginterpretasi atau 
memaknai data yang telah diperoleh. Interpretasi ini berupa perbandingan yang 
berasal dari hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori 
yang digunakan.  
 
IV.3.1 Peran DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama pada Mal Pelayanan 





Pelaksanaan pelayanan publik selalu bermasalah dengan fasilitas baik 
sarana dan prasaran terlebih lagi kinerja yang diberikan buruk baik sistem ataupun 
para pegawainya. Adapun hal lainnya yang memengaruhi pelayanan publik yaitu 
adanya maladministrasi, nepotisme, ataupun korupsi dalam instansinya. Hal ini 
menjadi permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
Pelayanan publik mengalami pergeseran dan perbaikan akan pelayanan yang 
diberikan bagi masyarakat. Pemerintah merekonstruksi sistem pelayanan publik 
dengan mengubah tata cara yang praktis dan efisien, tidak hanya itu pembangunan 
sarana dan prasarana juga sangat diperhatikan dalam perubahan pelayanan publik. 
Hal ini dapat dilihat melalui pembentukkan Mal Pelayanan Publik dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.  Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 
Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1 bahwa Mal Pelayanan Publik 
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian 
pada ayat 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh 
pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usah Milik 
Daerah/Swasta.  
Kerja sama digunakan agar setiap instansi yang terlibat dapat bersama – 
sama ikut serta dan memiliki kemauan dalam meningkatkan kualitas layaann 
publik. Kemitraan itu melibatkan setidaknya dua organisasi dengan beberapa 





merupakan pengaturan kerja bersama yang memerlukan tingkat otonomi tertentu 
untuk menentukan atau melaksanakan suatu program. Pengaturan melibatkan 
tingkat kepercayaan, kesetaraan, timbal balik dan juga komitmen. 
Dalam jaringan kerjasama yang dibuat nantinya berperan untuk 
melancarakan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Seperti yang 
diketahui bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dalam pelaksanaannya terdapat 
banyak institusi yang terlibat baik publik maupun swasta sehingga dibutuhkan kerja 
sama antar berbagai pihak. Oleh karena itu, Peran DPM-PTSP Kota Bekasi hadir 
sebagai bentuk dorongan agar pelaksanaan Mal Pelayanana Publik ini dilakukan 
untuk memudahkan jaringan kerja sama antar instansi yang terlibat dalam Mal 
Pelayanan Publik. 
Adapun model analitik yang digunakan yaitu model FISU (Rainey, 1990) 
dimana terdapat lima vaiabel dalam menganalisis kerja sama pada one stop service. 
Dari hasil data yang dikumpulkan makas dapat ditarik analisis mengenai setiap 






Gambar 4.8: Model Analissi Kerja Sama (Rainey, 1990) 
 
1. Task Portofolio 
 Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas 
pelayanan publik sudah relatif luas mendalam, DPM-PTSP yang memiliki 
peran dalam penanggug jawaban serta koordinator dalam pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi bukan hanya kebijakan saja tetapi penerapan 
layanan dari berbagai instansi yang juga memberikan sarana dan prasaran 
bagi masyarakat. Adapun kejelasan dalam proses kerja, pihak DPM-PTSP 
yang membentuk unit – unit bagi para instansi yang bukan hanya layanan 
tertentu saja melainkan semua jenis layanan mulai dari administrasi, 
tunjangan, ketenagakerjaan, perizinana dan lainnya digabungkan ke dalam 





 Portofolio tugas dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, dengan 
melihat fokus dan sistem kerja yang ada, Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
dengan mengetahui hasil data yang telah dikumpulkan, maka pada 
keterlibatan  perbedaan sistem dengan yang di kantor biasa karena aturan 
yang dipakai dalam teknis sudah dispekati semua yang terlibat dalam kerja 
sama mulai dari jam operasional, pakaian, teknis jaringan itu dipenuhi oleh 
penanggung jawab Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi yaitu DPM-PTSP 
Kota Bekasi. Namun, untuk layanan dan yang berhubung dengan 
administrasinya akan diserahkan terhadap masing – masing institusi yang 
terlibat pada pelayanan. Proses tim inilah yang menjadi bentuk serangkaian 
yang memang perlu diperhatikan terutama pada pelaksanaan kolaborasi 
dalam pelayanan terpadu satu pintu.  
 Selanjutnya pada proses kerja akan berkorelasi dengan kompetensi 
pada sumber daya yang ada khususnya pegawai. Merujuk pada kompetensi 
yang terdapat pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Kompetensi yang 
dimaksud pada konteks ini yaitu sudahkah sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan dengan melihat sumber daya yang ada. Mulai dari sarana dan 
prasaran meliputi fasilitas yang terdapat pada Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi. Kemudian sumber daya manusia yang berkerja dalam pelaksanaan 
kolaborasi dalam pelayanan sudah memenuhi kebutuhan dalam Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Bagi sumber daya manusia yang terdapat 
pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi sendiri telah dikualifikasi sesuai 
kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan, karena proses rekruitmen 





dengan pengadaan diklat pelatihan mampu meningkatkan kemampuan 
terutama pada pelaksanaan pelayanan publik. Dengan adanya rekruitmen 
hingga pada diklat dapat menjamin pelaksanaan pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi berjalan dengan baik. Yang nantinya akan berdampak pula 
pada budaya kerja yang ada di dalam instansi akan mengarah pada 
kompetensi akan kinerja yang terbaik. 
 
2. Partisipant Structure 
 Struktur pada pelayanan publik menjadi kompleks karena 
keikutsertaan instansi yang terlibat bukan hanya tingkat madya tetapi 
nasional serta pihak swasta (bank) terlibata dalam kerja sama. Pada 
awalnya, saat ingin mendapat layanan tertentu terkadang akan tumpang 
tindih ke beberpa tempat yang membuat layanan berbelit dan lama. Dengan 
adanya kemitraan pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi masyarakat 
dapat dengan mudah menerima berbagai layanan dalam satu tempat. 
 Hal ini diperhatikan agar mempermudah dalam penggambaran kerja 
sama yang dilakukan untuk Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, dan 
menyelaraskan akan tujuan yang ingin dicapai. Pada struktur keikusertaan 
instansi pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dengan merujuk pada hasil 
penyajian data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan data 
pendukung seperti dokumen yang ada, bahwa dalam melakukan kerja sama 
di awal perlu diketahui harus adanya kesamaan tujuan. Hadirnya Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi sebagai bentuk mencapai tujuan yang sama 





masyarakat sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Perjanjian 
kerja sama atau MOU yang merupakan bentuk jaminan agar kerja sama  
yang dijalankan dapat dibangun dan dikembang dengan baik sejalan dengan 
aturan yang berlaku.  
 Bovaird & Loffler (2009) menyampaikan bahwa pilar - pilar 
pemerintahan dapat bersinergi apabila ada saling interaksi diantara 
stakeholders dengan tujuan dan misi yang sama. Oleh sebab itu dengan 
melihat keadaan yang ada yaitu aturan dan sistem yang berbeda kerja sama 
mungkin bisa terhambat namun hal itu bisa diselesaikan melalui kejelasan 
tujuan dan aturan yang dipahami dan disetujui bersama sebelum memulai 
kerja sama. Perjanjian yang ada dalam bekerja sama serta kejelasan 
hubungan timbal – balik yang menguntungkan agar sama – sama mendapat 
hasil sesuai yang diharapkan. Melalui DPM-PTSP Kota Bekasi selaku 
penanggung jawab akan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi hal 
ini sebagai bentuk langkah awal sebagai bagi pemerintah selaku 
penanggung jawab agar terciptanya sistem kerja sama yang baik. 
3. Autonomy 
 Variabel ini mengarah pada nilai yang cukup tinggi yang dimana 
pada data yang diperoleh pasrtisipasi dari para mitra melakukan kerja sama 
cukup banyak. Oleh karena memiliki otonomi untuk memutuskan struktur 
manajemen dan organisasi internal pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Apabila warga memiliki keluhan, prosedur dari pemerintah (DPM-PTSP 
Kota Bekasi) berlaku untuk sisi pelayanan sosial kemitraan. Adapun 





dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bekasi Nomor 101 tahun 
2019 tentang Mal Pelayanan Publik dimana anggaran yang digunakan 
dibebankan kepada APBD Kota Bekasi, dan manajemen serta organisasi 
dilimpahkankan kepada DPM-PTSP Kota Bekasi.  
Batasan – batasan serta aturan yang bersalas dari atas dinilai memberikan 
kepastian dalam penyelenggaraannya. Aturan yang ada dianggap sebagai 
pedoman tentang bagai mana Mal Pelayanan Publik yang menajdi temapat 
terjalinnya kerja sama dapat sepaham dengan tujuan yang ingiin dicapai, 
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada struktur mandat dan 
akuntabilitas DPM-PTSP yang bertugas menjalankan tanggung jawab  
dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dalam 
menggerakkan institusi - institusi untuk berperan aktif untuk memperbaiki 
kualitas pelayanan publik. Melalui visi misi Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi 
sebagai pemimpin dari pemerintahan Kota Bekasi menyalurkan program 
tersebut dengan membentuk kerja sama tim (teamwork) dalam  Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Dengan hal tersebut kegiatan yang 
dilakukan sebagai penanggung jawab dalam menjalankan pembentukan 
hingga pelaksanaan Mal Pelayanan Publik itu didasarkan pada kerja sama 
tim yang saling berhubungan satu sama lain.  
 Untuk mencapai kesepakatan kepentingan antar institusi yang 
berkaitan dalam pelayanan terpadu satu pintu dilakukan juga komunikasi 
secara aktif kepada institusi yang ingin terlibat dalam proses kolaborasi 
pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi untuk ikut serta dalam mencapai 





menyiapkan tempat pelayanan yang dibutuhkan bagi dinas atau institusi 
yang ingin terlibat. Akuntabilitas dalam hubungan yang berkaitan dalam 
kerja sama juga dibutuhkan agar batas – batas yang ada dalam menjalankan 
pelayanan dari setiap institusi yang terlibat dapat melaksanakan sesuai 
pedoman yang seharusnya dijalankan. Merujuk pada hasil data yang telah 
didapatkan mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama, demi 
menunjang visi dan misi serta tercapainya tujuan memang sudah 
ditentukkan melalui SOP yang telah disepakati bersama. Untuk aturan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi sendiri memang terdapat SOP terhadap 
pegawai yang memang mengontrol bahkan sebagai pelaksana di Mal 
Pelayanan Publik, tetapi untuk institusi yang menjalin kerja sama dalam 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi tetap memakai aturan yang terdapat pada 
dinas maupun institusi yang berlaku bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar 
keselarasan akan proses layanan dapat terkoordinasi dengan baik dengan 
sistem yang diberlakukan. 
 
4. Proximity to citizen 
 Pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi pelayanan publik menjadi 
lebih dekat dengan warga. Layanan tersebut sampai batas tertentu dapat 
diakses di Internet (lihat http://www.mpp.kotabekasi.go.id) dan sebagian 
besar warga memiliki akses Internet di rumah. Adapun layanan sistem 
antrian berbasis online dijadikan sebuah terobosan untuk kemudahan akses 
dalam menerima layanan, adanya pemilihan hari dan waktu, pemilihan 





  Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi adalah tempat layanan yang 
berbasis lokal namun bisa mencakup kecamatan yang ada di Kota Bekasi 
bertujuan untuk memberikan layanan yang dekat dan mudah kepada 
masyarakat. Lokasi Mal Pelayanan Publik terletak di pinggir jalan raya yang 
memudahkan akses transportasi, tempat yang berda di dalam BTC MALL 
2 yang membuat nyaman masyarakat dan layanan telepon, e-mail atau 
berbasis aplikasi online memungkinkan masyarakat untuk mengajukan 
klaim atau kebutuhan awal mereka dari dalam rumah mereka sendiri. 
 Adapun dari data yang diperoleh mengenai mengenai kerja sama 
antar instansi yang dijalankan dalam satu tempat menurut persepsi 
pasyarakat pelaksanaan Mal Pelayanan Publik tentang jurang pemisah yang 
menjadi kendala dalam pelayanan publik menurut Parasuraman, dkk (1996), 
yaitu sebagai berikut: 
1. Ketidaktahuan akan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diliput masyarakat 
telah mengetahui keberadaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi baik 
dari media elektronik, pamflet, atau orang lain. Sehingga dengan 
sudah mengetahui mengenai Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
membuat masyarakat tertarik dalam melakukan proses layanan. 
Terutama pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi memiliki banyak 
layanan yang tidak membuat warga kesusahan untuk berpindah – 
pindah tempat dalam melakukan layanan. 





  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada 
standar kualitas yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dan 
sesuai dengan ketentuan dengan cepat, jelas, mudah, dan baik. 
Dengan demikian pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
semakin memberikan kinerja yang terbaik selama melakukan 
pelayanan. 
3. Gap performansi layanan 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, gap 
performansi yang menjadi hambatan tidak ada karena penjelasan, 
bantuan serta fasilitas yang diberikan sudah baik dan memuaskan 
masyarakat. 
4. Etika janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. 
  Merujuk pada hasil penelitian, berdasarkan aspek etika janji 
– jani yang tidak sesuai dengan kenyataan, hal tersebut tidak terjadi 
mengingat hasil data yang diberikan masyarakat puas dengan 
layanan. Namun ada saran seperti peningkatan dan keselarasan 
informasi antar institusi bawahan yang terkait dengan layanan bisa 
selaras dengan layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
5. Instrument 
 Instrumen untuk integrasi yang digunakan Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi bervariasi. Dimana dalam proses pelaksanaannya sebagian 
memiliki manajemen pelayanan bersama, anggaran, kompetensi dan 
rekrutmen bersama, tetapi untuk mitra, undang - undang terpisah. Saat ini 





PTSP Kota Bekasi yang bertanggung jawab atas semua staf dan koordinasi 
di Mal Pelayanan Publik dalam berbagai sector. DPM-PTSP Kota Bekasi 
dalam proses pelaksanaan pelayanan nantinya melaporkannya kepada Wali 
Kota sebagai bentuk dari pertanggung jawaban.  
 Perhatian utama yang muncul ketika kemitraan digunakan dalam 
sektor publik adalah masalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah konsep 
multi-dimensi. Dalam model hierarkis, konsep akuntabilitas di sini terutama 
terkait dengan akuntabilitas ke atas kepada penguasa politik (Christensen 
dan Lægreid 2002). Model jaringan atau kemitraan akan membuat model 
tanggung jawab hierarkis yang ketat dari atas menjadi kurang dapat 
diterapkan.  
 Namun untuk bentuk koordinasi sendiri DPM-PTSP Kota Bekasi 
Kemitraan membutuhkan beberapa tingkat kemandirian tetapi pada saat 
yang sama mereka harus bertanggung jawab ke atas kepada politisi, secara 
horizontal kepada lembaga lain dan pemerintah daerah dan ke bawah 
kepada warga negara. Dengan demikian mereka harus menghadapi 








Gambar 4.9: Alur Kerja Sama 
Sumber: Hasil Olahanan Peneliti 
 
 
Peran masing – masing setiap aktor Pertnership 
B. Peran Pemerintah 
 Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokraksi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik. Pihak Pemerintah Kota Bekasi menerima dan meneruskan 
peraturan tersebut dengan membentuk Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Sesuai dengan visi dan misi Pemerintaha Kota Bekasi pula yaitu meningkatkan 
kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatan aksesibilitas 





Sehingga pembentukkan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi diharapkan 
mampu memperbaiki kualitas layanan publik di Kota Bekasi. 
 Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1 
bahwa Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat 
daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, Walikota Bekasi mengeluarkan 
keputusan tentang Mal Pelayanan Publik yang di sahkan dalam Peraturan 
Walikota Bekasi No.101 tahun 2019, sehingga pertanggung jawaban akan Mal 
Pelayanan Publik diberikan kepada DPM-PTSP Kota Bekasi.  
 Pihak DPM-PTSP Kota Bekasi memiliki tugas sebagai pihak ke satu yang 
ikut dalam menjalin kemitraan dengan instansi lain untuk menyelenggarakan 
pelayanan publik bukan hanya dinas tetapi pihak swasta juga terlibat. 
Kemitraan yang dijalankan dan disetujui itu dilandaskan pada Perjanjian Kerja 
Sama. Dan DPM-PTSP Kota Bekasi selaku penanggung jawab, mereka juga 
membentuk Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dengan memenuhi kebutuhan 
sarana maupun prasarana yang dibutuhkan sehingga pihak – pihak yang 
terlibat dapat mengisi tenant atau gerai yang disediakan untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik. 
C. Peran Pihak Swasta 
  Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang disetujui pihak yang 
terlibat dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi bahwa 
pihak swasta ikut terlibat untuk peningkatan kualitas dari pelayanan publik 





dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik 
yang berkomitmen mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu 
lokasi layanan. Adapun pihak yang terlibat dalaam Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi seperti PT. Telkom, Pos Indonesia, PT. Taspen, Bank BNI, Bank 
Bri, dan Bank Bjb. 
D. Peran Masyarakat 
 Peran masyarakat disini sebagai partisipan yang turut dalam mengakses 
pelayanan dan menikmati proses perubahan yang diberikan. Perubahan yang 
terjadi karena dorongan masyarakat yang menginkan perubahan pelayanan 
publik yang efektif, efisien, dan transparan. 
IV.3.2 Faktor Penghambat DPM-PTSP dalam kerja sama pada Mal    
 Pelayanan Publik Kota Bekasi 
Faktor penghambat yang dimaksudkan merujuk pada DPM-PTSP Kota Bekasi 
dalam menangani hambatan yang ada kolaborasi karena sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Dengan adanya faktor penghambat 
maka diperlukan cara mengeleminasi hambatan tersebut. 
1. Faktor Sumber Daya 
 Terkait dengan faktor sumber daya, untuk terciptanya kerja sama yang 
efektif, maka diperlukan beberapa prasyarat seperti anggaran dan bagi para pelayan 
publik untuk memiliki keterampilan dan kesediaan untuk masuk kedalam mitra 
secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil penelitian 





Pelayanan Publik Kota Bekasi sudah memiliki anggaran dari APBD Kota Bekasi 
sehingga biaya dalam penyelenggaraan dapat terancang sesuai kebutuhan. 
 Nawawi (2003) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian 
secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia 
sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu 
yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum 
memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara 
sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu 
organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-
lain. 
 Sumber daya manusia yang merujuk pada pengertian mikro dapat dipahami 
berdasarkan pada hasil data yang diperoleh pada pelaksanaan Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi terutama perubahan yang dilakukan ke arah digital dapat berpengaruh 
terhadap kemampuan dalam menjalankan pelayanan. Dari hasil yang didapatkan 
dalam penelitian perubahan yang dilakukan ke arah digital dalam pengaruhnya ke 
budaya kerja dapat dikendalikan meskipun terdapat bermacam – macam institusi. 
Karena DPM-PTSP Kota Bekasi memiliki tim yang dibagi sesuai dengan melihat 
kemampuan. Baik itu dari tim one stop service (OSS) dan tim IT semua akan tugas 
pokok dan fungsinya.  
 Seperti saat jaringan yang bermasalah tim IT bersama Diskominfostandi 
Kota Bekasi (Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian) akan 
memperbaiki masalah tersebut. Jika terdapat masalah dalam Mal Pelayanan Publik 





sama tim yang saling berelasi meminimalisir adanya gap mengenai pelaksanaan 
kolaborasi pada Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 
Hal lainnya bahwa pembagian divisi yang telah dilakukan sudah telah diatur 
dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota 
Bekasi. Karena sumber daya manusia yang tersedia telah ditentukan dalam 
penempatan sesuai dengan kemampuan dan juga sering melakukan diklat untuk 
menjamin kualitas dari pegawai pelayanan terpadu satu pintu (OSS). Dengan 
demikian, pembagian yang telah dijalankan serta pengembangan yang dilakukan 
oleh DPM-PTSP Kota Bekasi dapat menjamin sumber daya manusia dalam Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi berjalan dengan baik. 
2. Faktor Institusi 
 Terkait faktor struktur institusi, mungkin menjadi penghambat karena 
adanya faktor struktur yang masih buram atau tidak jelas. Hal ini karena pada proses 
pembentukkan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi itu sendiri, institusi yang terlibat 
akan bingung mengenai struktur organisasinya. Namun melalui Peraturan Wali 
Kota Bekasi yang menjelaskan tempat, tugas dan pertanggung jawab akan jalannya 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi diharapkan mampu menggambarkan apa yang 
menjadi tugas, fungsi dan bagian penting dari pelaksanaan pelayanan publik.  
Mengarah pada pernyataan Campbell (dalam O’Brien, 2012) bahwa modal 
struktur sosial mengacu pada hubungan di antara orang - orang (jaringan sosial 
mereka) dan norma timbal - balik, serta kepercayaan yang muncul dari mereka. 
Dalam hal ini struktur jaringan organsasi yang terlibat baik DPM-PTSP Kota 





keberhasilan dari pelayanan, seperti dari berbagai institusi – institusi pada Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi punya struktur sendiri dalam organisasinya. Maka 
ini bisa menghambat jalannya pekerjaan jika tidak adanya kesepahaman mengenai 
peraturan yang perlu dijalankan bersaman. 
Dalam hal ini seperti Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi memiliki kecenderungan yang 
berbeda seperti jaringan layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tidak sama, struktur organisasi 
juga berbeda, seperti yang dicontohkan bahwa penanganan pembuatan catatan sipil 
harus melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi langsung tetapi 
untuk perubahan terkait catatan sipil masyarakat dapat diproses melalui Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tidak hanya itu saja, struktur jaringan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi diberikan kepada DPM-PTSP Kota Bekasi sebagai 
penanggung jawab akan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Sehingga 
setiap institusi yang terlibat akan berkerja sama dan mengikuti aturan yang telah 
ditetapkan. Mengenai struktur organisasi sendiri pada pelaksanaan Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi sendiri mengikuti struktur DPM-PTSP Kota Bekasi dengan 
tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan, namun itu di ketuai oleh Kepala Dinas 
DPM-PTSP Kota Bekasi sendiri. 
Meskipun terdapat struktur organisasi berbeda dari tiap institusi, namun 
untuk pelaksanaannya itu semua mengarah pada DPM-PTSP Kota Bekasi yang 
menjadi penanggung jawaban kepada Pemerintah Kota Bekasi karena telah 
ditunjuk dalam menjalankan kerja sama pelayanan publik. Sehingga hambatan dari 





Kota Bekasi tetap mengikuti ketentuan dari tiap institusi melalui perjanjian kerja 
sama. 
3. Faktor Konflik Kepentingan 
 Pada faktor konflik kepentingan, dimana dalam kerja sama bila terjadi 
konflik internal atau antar pemangku kepentingan yang berbeda keinginan. 
Berdasarkan pemahamannya menurut KPK (2016) terdapat dua hal mengapa 
konflik kepentingan dipermasalahkan dan menjadi sebuah tindakan yang tidak etis, 
yaitu:  
 Pertama, mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan 
keuangan pribadi.  
 Kedua, mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 
meluluskan kepentingan pribadinya. 
 Dalam kerja sama mungkin dapat menimbulkan konflik yang mengarah 
pada antar pemangku kepentingan memang bisa saja terjadi. Namun, berdasarkan 
hasil penelitian dimana ada cara penanganan masalah dengan musyawarah 
bersama, mengevaluasinya agar dapat mendapat jalan tengah atau jawaban untuk 
menyelesaikan masalah.  
Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dihadapi harus dilakukan dengan 
arif dan bijaksana tanpa merugikan satu pihak tertentu dengan kepentingan tertentu. 
Kemudian yang perlu digaris bawahi bahwa kerja sama bisa saja terhambat, jika 
para pemimpin dari instansi yang bekerja sama kurang atau tidak inovatif dalam 
mencapai tujuan - tujuan yang disepakati yang cenderung kompleks dan berpeluang 





hambatan yang dapat muncul karena kepentingan dijelaskan karena pelayanan 
sudah diperbaharui seperti ke arah digital, serta kepemimpinan yang komunikatif 
dan juga mengedepankan aspek kerja sama tim, maka permasalahan yang timbul 
karena konflik kepentingan dari pihak DPM-PTSP Kota Bekasi selaku penanggung 



















 Berdasakan kajian yang telah dilakukan bahwa peran yang telah dilakukan 
oleh DPM-PTSP Kota Bekasi dalam kerja sama penyelenggaraan dan pelaksanaan 
dari Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi sudah dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat 
dari pihak DPM-PTSP yang berperan menjadi penanggung jawab Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi sudah mampu mengajak berbagai instansi untuk ikut serta 
dalam pelayanan publik. Mulai dari kebijakan, perjanjian kerja sama yang 
dikeluarkan, hingga SOP yang diberlakukan, semua telah dijalankan sesuai pada 
fungsinya. 
 Otonomi serta akuntabilitas yang diperhatikan dan dilaksanakan dengan 
baik tiap instansi yang terlibat tidak hanya terletak pada DPM-PTSP Kota Bekasi 
melainkan juga pada masing – masing instansi memiliki peran dalam bertanggung 
jawab akan memberikan layanan publik sehingga optimalisasi dari layanan dapat 
dilakukan. Bukan hanya itu, kerja sama tim yang dibangun membuat proses layanan 
semakin terintegrasi. 
 Lebih lanjut, mengenai kerja sama dalam pelaksanaan Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dengan 
penetapan lokasi yang baik, serta kualitas sarana dan prasarana yang diberikan 





dengan penggunaan digital mampu memberikan layanan semakin optimal. 
Pendapat masyarakat yang turut mengambil bagian dari proses layanan juga 
menerima dampak yang diberikan. 
 Adapun hambatan yang sering muncul dalam kerja sama, dari pihak DPM-
PTSP Kota Bekasi bisa mengatasi dan meminimalisir dengan perekrutan yang 
didasarkan kompetensi, pelaksanaan diklat bagi pegawai, pembagian tim atau divisi 
sesuai kebutuhan. Selain itu masalah struktur dan kepentingan dapat diatasi dengan 
kejelasan peraturan dan musyawarah bersama kepada setiap instansi. 
 
V.2 Saran 
 Pada pembahasan dan temuan di lapangan dalam penelitian ini, maka 
penelitian ini memiliki harapan terhadap kolaborasi pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Bekasi diantaranya: 
1. Faktor Struktur Institusi, merujuk pertanggung jawaban yang diberikan 
kepada DPM-PTSP Kota Bekasi dalam melaksanakan Mal Pelayanan Kota 
Bekasi memang sudah diatasi dan dapat berjalan karena struktur keterlibatan 
yang bersifat horizontal. Dengan demikian DPM-PTSP Kota Bekasi dapat 
merangkul aktor - aktor yang terlibat dalam kerja sama pelayanan publik. 
Maka, saran yang dapat diberikan yaitu untuk menjamin pertanggung 
jawaban yang adil dan juga mengayomi masyarakat Kota Bekasi yaitu 
dengan penggunaan kerja sama tim atau kerja sama antar institusi lainnya 
dapat lebih dikedepankan, seperti melakukan pembentukkan gerai mal 





khususnya Kota Bekasi mendapat layanan yang lebih mudah dan aksesbilitas 
yang terjangkau, mengingat bahwa kawasan wilayah Kota Bekasi yang luas 
dan masyarakat akan terus bertambah maka kebutuhan layanan yang 
diperlukan terutama efektivitas pada jarak perlu diperhitungkan. Karena Mal 
Pelayanan Publik berada di Bekasi timur dan juga sudah memiliki 3 gerai 
lainnya namun untuk aksesbilitas di daerah kecamatan yang berada di ujung 
Kota Bekasi diharapkan juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama. 
Sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat secara maksimal 
dikerjakan dengan baik, mengingat bahwa struktur yang bersifat horizontal 
lebih mudah merangkul dalam proses kerja sama. 
2. Pihak DPM-PTSP Kota Bekasi dapat melakukan pembaruan sistem dalam 
Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dengan bekerja sama terkait pembayaran 
digital, terlebih lagi dalam perubahan ke arah digital harus berbarengan 
dengan kebutuhan sarana dan prasarana seperti fasilitas penambahan tenant 
dalam mengisi Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi, agar masyarakat mudah 
dalam memproses layanan dan tidak perlu keluar masuk ataupun pergi satu 
tempat ke tempat lain cukup berada di dalam satu lingkup saja. Seperti tenant 
perbank-an, mengingat bahwa pada pelaksanaan observasi masih terdapat 
masyarakat yang pergi keluar untuk ke atm melakukan pembayaran 
(perpanjangan SIM) karena adanya perbedaan penggunana layanan perbank-
an, pengadaan atm center menjadi pilihan yang baik dalam peningkatan Mal 
Pelayanan Publik Kota Bekasi. Hal ini merujuk pada peran DPM-PTSP Kota 





Bekasi harus bisa melihat situasi dan kondisi pada Mal Pelayanan Publik 
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Surat Permohonan Izin Observasi Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dari 

























Data Pengunjunga Mal Pelayanan Publik 
 





TABEL KENDALI OBSERVASI DAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI 
 
Analisis Collaborative Governance dalam Institusi Publik sebagai One Stop Service  
No Rumusan 
Masalah  
Fokus Penelitian Poin – Poin Penting Sumber Data 
















Publik Kota Bekasi 
sebagai bentuk 













a. Bagaimana sistem kerja 
dalam pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik? 
b. Apakah kompetensi sumber 
daya manusia baik 
administrasi, informasi, 
maupun teknisi sudah 
menjamin pelaksanaan Mal 
Pelayanan Publik yang baik? 
c. Bagimana dalam kolaborasi 
terkait koordinasi yang 
dilakukan dalam penyamaan 
informasi terutama pada 
pelaksanaan Mal Pelayanan 
Publik seperti melalui 
sebuah grup atau 
menggunakkan pilihan 
lainnya? 
d. Peran Ibu sebagai 








Bekasi  dan 
Kepala 






a. SK Walikota 
mengenai Mal 
Pelayanan Publik 
b. MOU atau 
Perjanjian Kerja 
Sama 
c. Data Pengaduan 






kerja sama yang 
dibentuk. 
data, informasi, dan 
pengaduan, dari bidang ini 
bagaimanakah cara Ibu 
menangani masalah yang 
dihadapi, sebelumnya saya 
mengambil informasi dan 
membandingkan data yang 
diperoleh dari Google 
mengenai rating MPP dari 
ulasan di Google rating yang 
diperoleh  Mal Pelayanan 
Publik Kota Bekasi 4,1 dan 
keluhan terjadi karena 
antrian, Bagaimana cara 




a. Bagaimanakah cara Ibu 
dalam menggerakan 
bawahan ataupun institusi 
yang terlibat agar pelayanan 
tersebut pada budaya kerja 
dapat tercipta kondisi yang 
baik, terintegrasi, dan selaras 
dengan tujuan? 
Bagaimanakah pendapat Ibu 
sebagai pemimpin dapat 
mencapai kesepakatan 





yang terikat dalam one stop 
service? 
c. Autonomy a. Apa tanggapan Ibu 
mengenai budaya kerja yang 
dijalankan berpengaruh 
terhadap hasil dari 
pelayanan yang diberikan 
melihat budaya kerja setiap 
instansi yang terlibat 
kolaborasi itu berbeda? 
b. Bagimanakah cara Ibu 
selaku pemimpin dapat 
mengontrol koordinasi pada 
one stop service terhadap 
institusi yang bekerja sama 
pada Mal Pelayanan Publik? 
c. Apakah dalam menjalankan 
pelayanan setiap institusi 
yang terlibat mengemban 
akuntabilitasnya masing-
masing? 
d. Tapi untuk akuntabilitas 
yang nanti dievaluasi, 
Apakah melapor juga 
kepada DPM-PTSP juga? 
d. Proximity to 
citizen 
a. Bagaimana pihak Mal 





 mempromosikan kepada 
masyarakat mengenai 
pelayanan? 




terhadap institusi terutama 
dengan kondisi pandemik 
saat ini? 
c. Berarti  untuk masyarakat 
juga harus ikut berperan 
dalam proses pelaksanaan 
seperti harus mengerti 
memahami informasi yang 
disampaikan? 
e. Instrument a. Bagaimanakah peran Ibu 
sebagai pemimpin 
melibatkan setiap pemangku 
kepentigan institusi yang 
berbeda dengan bergabung 
ke dalam struktur PTSP 
untuk ikut serta dalam proses 
kerja sama? 
b. Bagimanakah cara Ibu 
selaku pemimpin dapat 
mengontrol koordinasi pada 
one stop service terhadap 
Kepala 










institusi yang bekerja sama 
pada Mal Pelayanan Publik 
sehingga mengasilkan 
pelayanan yang baik?, 
karena pada proses 
pelayanan publik sering 
terjadi maladministrasi, 
calo, nepotisme, dan 
korupsi. 

























a. Budaya organisasi menjadi 
salah satu hambatan 
terutama perubahan ke arah 
digital, Bagaimana sumber 
daya manusia yang terlibat 
mampu menjalankan tanpa 
adanya gap atau kendala 
dalam melaksankan 
pelayanan dan juga 
kolaborasi? 
b. Budaya organisasi selalu 
bersingungan juga dengan 
sumber daya manusianya 
dan Mal Pelayanan Publik 
sendiri ada pembagian 
divisi, apakah dengan 
pembagian divisi dan 
penempatan pegawai sudah 
Kepala 















a. Apakah menurut Ibu 
struktuk jaringan organsasi 
yang terlibat baik DPM-
PTSP dan institusi yang  
terlibat dapat memengaruhi 
jalannya keberhasilan dari 
pelayanan, seperti dari 
berbagai institusi – institusi 
dan  Mal Pelayanan Publik 
punya struktur sendiri 
apakah akan memengaruhi? 
b. Mengenai Mal Pelayanan 
Publik, banyak institusi yang 
terlibat salah satunya Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil, pada melakukan 
observasi ketika memantau  
Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil yang di kantor 
dengan yang di Mal 
Pelayanan Publik tidak 
sebanding dengan 
pengunjung di kantor Dinas, 
Apakah tidak ada integrasi 
atau koordinasi mengingat  





untuk membantu layanan 





a. Bagaimanakah Ibu 
menyelesaikan masalah 
dalam berkolaborasi bila 
terjadi konflik internal atau 
antar pemangku kepentingan 















1. Bagaimana tanggapan 
Anda mengenai one stop 
service pada mal pelayanan 
publik? 
2. Bagaimana Anda 














1. Apakah pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan 











1. Apakah ada masukan atau 
saran untuk mal pelayanan 




























Fasilitas dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi 
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